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ABSTRAK

Muhammad Toyib, Nim. 14 201 034, Judul Skripsi: “Analisis Yuridis
Dan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Negeri
Padang Tentang KDRT Nomor 34/PID.Sus/2016/PT.PDG”. Jurusan Ahwal
Al-Syakshiyyah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar. Pokok permasalahan
dalam skripsi adalah analisis yuridis dan hukum Islam terhadap kekerasan dalam
rumah tangga pada Putusan Nomor 34/PID.Sus/2016/PT.PDG, sebagaimana vonis
terdakwa pada putusan Hakim Pengadilan Negeri Muara yang menjatuhkan
hukuman kepada terdakwa selama 5 (Lima) bulan penjara. Setelah mengajukan
Banding atas tidak puas dengan putusan tingkat pertama, lalu Pengadilan Tinggi
Padang menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa 7 (tujuh) bulan penjara. Tujuan
penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui dan menjelaskan alasan dan
dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Padang Tentang kekerasan dalam
rumah tangga Nomor 34/PID.Sus/2016/PT.PDG, sehingga berbeda menjatuhkan
hukuman. Kedua, untuk menjelaskan dan menganalisis analisis yuridis terhadap
Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Padang tentang kekerasan dalam rumah tangga
Nomor 34/PID.Sus/2016/PT.PDG.

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yang mana penulis mengelola
data secara kualitatif, yaitu dengan mengacu pada salinan Putusan Nomor
34/PID.Sus/2016/PT.PDG. Analisis data yang digunakan melalui metode content
analysis. Menurut hukum Islam terhadap Putusan Nomor
34/PID.Sus/2016/PT.PDG, nusyuz menurut pandangan hakim adalah pelanggaran
terhadap sebuah komitmen suami istri dalam membangun sebuah rumah tangga.
Jadi, apabila terdapat suami yang melanggar komitmen bersama maka disebut
dengan nusyuz suami. Komitmen yang dimaksud dalam hal ini adalah mengenai
hak dan kewajiban suami istri.

Berdasarkan hasil penelitian adalah pertama, pertimbangan Hakim dalam
Putusan Nomor 34/P1D.Sus/2016/PT.PDG. tentang lamanya pidana yang
dijatuhkan kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama 5 (lima) bulan, Majelis
Hakim tingkat banding menilai kurang tepat dan tidak sesuai dengan azas keadilan
dalam masyarakat karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak
mempunyai efek jera bagi terdakwa, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan
kepada terdakwa pantas dan adil. Maka terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan
dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, mengingat pasal 5 huruf a jo pasal
44 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Fisik Dalam Lingkungan Rumah Tangga dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981
Tentang KUHAP. Kedua, pandangan hukum Positif terhadap vonis terdakwa pada
Putusan No. 34/PID.Sus/2016/PT.PDG termasuk ketentuan kekerasan dalam
rumah tangga. Menurut Pasal 76 Undang-Undang 23 Nomor Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap
seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau
penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga
termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan
kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sedangkankan



menurut Hukum Islam, perbuatan seorang suami yang memukuli istri dan anaknya
tersebut pada Putusan No. 34/PID.Sus/2016/PT.PDG tidak lagi termasuk
perbuatan yang mendidik, tetapi sudah sampai pada kategori penganiayaan
dengan ancaman hukuman tfa’zir. Putusan hakim yang menjatuhkan pidana
penjara pada pelaku termasuk pada hukum tambahan (za zir).
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pernikahan berarti melaksanakan ijab (gabul) atau sebuah perjanjian untuk
mengikatkan diri antara pria dengan seorang wanita serta menghalalkan hubungan
intim (dukhul) atas dasar suka-sama, suka rela dan persetujuan bersama demi
tercapainya keluarga (rumah tangga) bahagia, diridhoi oleh Allah SWT
(Soemiyati, 1986: 15). Suatu rumah tangga hubungan suami istri memiliki hak
dan kewajiban masing-masing. Berdasarkan firman Allah SWT dalam Surah al-

Bagarah ayat 228, yang menegaskan:
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Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali
quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah
dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan
suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka
(para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang
seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi
para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Departemen Agama, 2009: 36)

\
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Ayat di atas, menjelaskan isteri memiliki hak dan kawajiban sebagai isteri.
Serta hak dan kedudukan isteri setara dengan kata lain seimbang dengan hak dan
kedudukan suami, selaras dengan itu suami mempunyai kedudukan setingkat lebih
tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana dijelaskan diakhir ayat tersebut
(Syarifuddin, 2011: 159).

Manusia memandang perkawinan sebagai suatu jalan menuju pintu
perkenalan antara kaum yang lain sehingga akan membentuk suatu hubungan
silaturrahim, dengan itu manusia akan hidup dalam kebersamaan dan saling
menolong antara satu dengan yang lainnya. Demi mewujudkan itu semua

dibutuhkan sikap suami istri untuk saling memahami serta melaksanakan hak dan



kewajibannya masing-masing, kewajiban suami istri harus memiliki hubungan
secara timbal balik. Dengan kata lain kewajiban seorang suami merupakan hak
dari seorang istri dan sebaliknya yang menjadi kewajiban bagi seorang istri
merupakan hak dari pada seorang suami (Soemiyati, 1986: 96). Bagi Negara
Indonesia yang berlandaskan pancasila yang didukung oleh umat beragama
mustahil bisa terbentuk rumah tangga tanpa adanya ikatan perkawinan. Ini selaras
dengan Pasal 28 (b) ayat (1) UUr 1945, berbunyi: “Setiap orang berhak
membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagai
tujuan perkawinan hanya bisa diraih bila antara suami-istri menjalankan hak dan
kewajibannya dengan baik sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama ketika
melangsungkan akad. Jadi dapat dipahami bahwa suami mesti melaksanakan
kewajibannya terhadap isteri dalam bentuk memenuhi kebutuhan isteri baik lahir
maupun batin sesuai dengan kemampuan sang suami. Sedangkan kewajiban istri
adalah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batasan-batasan yang
dibenarkan oleh hukum Islam (Sabig, 2006: 40). Namun demikian dalam
menjalani bahtera rumah tangga, persoalan pasti akan selalu ada. Perselisihan
pendapat dalam sebuah masalah hampir dipastikan terjadi antara suami dan istri,
dalam hal ini Islam dapat mentolerir perbedaan pendapat, termasuk marah sekali
pun, asalkan tidak melampaui batas yang akan berakibat buruk bagi hubungan
suami isteri. Oleh karenanya, Allah dengan sifat kasih sayang-Nya telah
memberikan rambu-rambu bagi isteri atau suami, agar keutuhan dan
keharmonisan rumah tangga dapat dipertahankan sungguhpun sedang terjadi
perselisihan ataupun konflik. Rambu-rambu dalam perselisihan rumah tangga
dimaksud di sini tidak lain adalah prilaku atau perbuatan nusyuz.

Nusyuz, secara umum mempunyai pengertian perubahan sikap salah seorang
di antara suami atau istri. Nusyuz dari pihak suami terhadap istrinya biasanya
ditandai dengan berubahnya sifat lembut dan penuh ramah serta kasih, menjadi
sikap acuh, kasar, bermuka masam serta hilangnya kasih sayang terhadap istrinya.
Adapun nusyuz isteri terhadap suaminya biasanya ditandai dengan

ditinggalkannya kewajiban sebagai istri, seperti bersikap menantang, keluar



rumah tanpa izin suami, menolak berhubungan seks dan lain-lain yang
mencerminkan ketidakpatuhan. Dalam konteks hubungan suami dan isteri dalam
perkawinan, kata nusyuz ditemukan dalam al-Quran menerangkan tentang sikap
yang tidak lagi berada pada tempatnya, yang semestinya ada dan dipelihara dalam
rumah tangga. Sikap menyimpang yang naik kepermukaan dalam bentuk
ketidakpatuhan kepada aturan-aturan rumah tangga, baik yang datang dari suami
atau yang muncul dari isteri disebut dengan kata nusyuz. Nusyuz dari pihak isteri
misalnya meninggalkan rumah tanpa izin suami. Sedangkan nusyuz dari pihak
suami misalnya tidak mau menafkahi sang isteri. Nusyuz merupakan suatu
keadaan kacau di antara pasangan dalam perkawinan (Rahman, 2006: 94).

Artinya, terjadi ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga, tanpa
melihat siapa yang menjadi penyebab terjadinya keadaan kacau tersebut. Sehingga
nusyuz bisa terjadi karena perilaku isteri, ataupun karena sikap suami. Di dalam
KHI, nusyuz diatur d alam pada pasal 80, pasal 84, serta pada pasal 152. Di dalam
pasal 80 ayat (7), disebutkan bahwa jika seorang isteri berbuat nusyuz, maka
suaminya dibebaskan dari kewajiban menanggung nafkah, pakaian, tempat
tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isterinya.
Sementara itu, pasal 84 berisi keterangan tentang bagaimana yang dimaksud
dengan nusyuz yang dilakukan oleh isteri (pasal 84 ayat 1), konsekuensi dari
nusyuz yang dilakukan oleh isteri (pasal 84 ayat 2 dan ayat 3), serta pembuktian
tentang ada tidaknya tindakan nusyuz tersebut (pasal 84 ayat 4). Sedangkan pasal
152 memuat ketentuan mengenai konsekuensi nusyuz yang dilakukan oleh
seorang isteri. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa sikap atau prilaku
nusyuz yang dilakukan oleh isteri atau suami adalah pelanggaran terhadap rambu-
rambu dalam kehidupan berumah tangga yang telah ditentukan Allah dan Rasul-
Nya, yang tentu saja mempunyai konsekuensi hukum terhadap pelakunya
(Rahman, 2006: 95).

Berdasarkan Undang-Undang di atas, secara tegas menjelaskan untuk
membangun sebuah keluarga harus di mulai dengan jalur pernikahan yang sah.
Sebab perkawinan merupakan permulaan dari rumah tangga yang menjadi bagian

terkecil dari susunan kelompok atau masyarakat. Serta rumah tangga juga



merupakan pondasi dasar dalam membina dan terwujudnya suatu negara (Leter,
1985: 7). Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
yang menjelaskan secara tidak langsuang tentang tujuan pernikahan, yang
berbunyi bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang
pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa. Serta tercapainya tujuan perkawinan tersebut suami isteri harus
memenuhi hak dan kewajibannya tarmaktub juga dalam Pasal 77 KHI:

a. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah
tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang mnjadi sendi dasar
dari susunan masyarakat.

b. Suami isteri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan
memberi bantuan lahir batiin yang satu kepada yang lain.

c. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-
anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, dan rohani, maupun
kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

d. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.

e. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat
mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.

Pemaparan di atas dapat dipahami, menjelaskan dalam membangun rumah
tangga serta menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri sering juga
timbul perselisihan dan persengketaan. Fenomena kekerasan dalam kehidupan
rumah tangga (KDRT), yang paling banyak dilakukan oleh suami (laki-laki)
secara tidak otomatis menjadi korbannya adalah isteri (perempuan). Kekerasan
dilakukan oleh suami terhadap isteri dalam lingkup rumah tangga, akan memiliki
dampak yang sangat besar baik itu secara fisik maupun secara psikis. Kekerasan
fisik akan sangat jelas terjadi pada tubuh isteri dalam bentuk memar, luka-luka,
dan lain-lain. Sedangkan dalam kekerasan psikis yang dialami oleh isteri adalah
hilang rasa percaya diri, tidak memiliki keberanian, ketakutan, dan lain-lain.

Di Indonesia, tindak pidana dalam rumah tangga diatur dalam Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga (PKDRT). Dalam UU No. 23 Tahun 2004, yang dimaksud dengan
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah setiap perbuatan



terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan
atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah
tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau
perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
(UU No.23 Tahun 2004: Pasal 1).

Berdasarkan kronologi pada putusan Nomor. 117/PID.Sus/2015/PN.Mrj
terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Pada hari Selasa tanggal 27 Oktober
2015 sekira pukul 13.00 wib atau setidak—tidaknya pada waktu lain dibulan
Oktober tahun 2015 bertempat di dalam rumah Saksi Erta (A) Jorong Tri Mulya
1l Kenagarian Panyubarangan Kecamatan Timpeh Kab. Dharmasraya atau
setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Muaro yang berwenang memeriksa dan mengadilinya
perkaranya. Telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah
tangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak
menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau
mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yang dilakukan terdakwa.

Pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 WIB
sewaktu Eva (anak pertama terdakwa) sedang menonton Televisi (TV). Kemudian
terdakwa menyuruh Eva untuk membelikan susu untuk adiknya, lalu Eva
menjawab “nantiklah yah, aku kekenyangan”. Dijawab kembali oleh terdakwa
“belum juga kamu beli lagi”. Karena Eva memperlihatkan wajah masam
(cemberut), sambil berdiri terdakwa langsung menendang paha Eva sebanyak 2
(dua) kali sehingga terbentur kepintu depan rumah dan mengakibatkan luka gores
pada kaki sebelah kirinya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015
sekira pukul 11.00 WIB saat terdakwa pulang dari Sungai Rumbai setelah menjual
hasil buruan, kemudian Terdakwa beristirahat dalam kamar. Pada saat beristirahat
tersebut, terdakwa mendengar suara anak ketiganya yang bernama Febri Yama
Baeha menangis, lalu terdakwa bertanya kepada Erta ‘“kenapa anak menangis”.
Kemudian Erta menjawab entahlah, mungkin ia ingin menyusu”, lalu terdakwa

mengatakan kepada Erta “ya sudahlah kamu bikinkan susunya”. Mendengar



jawaban Terdakwa tersebut, lalu Erta membuatkan susu untuk anak ketiga mereka
(terdakwa dan Erta).

Kemudian terdakwa pergi kebelakang sebuah pondok tempat dapur rumah
terdakwa dan bertanya kepada Erta, “kemana si Eva” lalu dijawab oleh Erta “pergi
mandi”, lalu terdakwa bertanya lagi kepada Erta “dimana” kemudian Erta
menjawab “kesungai”, lalu terdakwa bertanya lagi kepada Erta “sama siapa”.
Kemudian Erta menjawab “bertiga, antara lain Eva, Yelvi dan 1 (satu) orang laki-
laki). Dan mendengar jawaban Erta, kemudian terdakwa bertanya lagi kepada Erta
“kok bisa kayak gitu” (kok bisa seperti itu). Dan saksi Erta menjawab “gak apa-
apa itu”, lalu terdakwa mengatakan, “nggak apa-apa gimana nggak tau malu,
nggak tau anak perempuannya dibawa oleh laki-laki yang bukan saudaranya”.
Dan terdakwa memukul kepala bagian belakang Erta dengan menggunakan tangan
sebelah kanan terdakwa, sebanyak 1 (satu) kali sambil mengatakan “kok nggak
ikut kau (kenapa kamu tidak ikut). Kemudian Erta menjawab “aku sudah siap
mandi” (aku sudah selesai mandi), setelah itu Erta berlari kearah depan rumah
yang terdakwa tidak ketahui kemana tujuan Erta pergi. Kemudian Erta
melaporkan kejadian tersebut ke Polres Dharmasraya. Sekira pukul 17.45 pada
hari yang sama terdakwa ditangkap dan diamankan pleh pihak Kepolisian
Dharmasraya, untuk diproses lebih lanjut atas perbuatan yang dilakukan terdakwa
terhadap Erta Pgl. Erta (istri Terdakwa) dan Eva Krisna Pgl. Eva (Anak
Terdakwa).

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, bahwa Erta berdasarkan hasil Visum
Et Repertum Nomor : 24/VR/RSUD/2015 tanggal 02 November 2015 yang
diketahui dan ditandatangani oleh Direktur RSUD Sungai Dareh dr. Armayani
Rusli,Sp.B dan Dokter yang memeriksa/ merawat dr. Deritci Jelani. Dengan hasil
kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : luka lecet pada punggung kaki di atas
jempol kaki kiri berbentuk bulat diameter £ 2 mm disebabkan kekerasan benda
tumpul.

Berkaitan dengan pemaparan di atas dapat dipahami, bahwa Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh terdakwa terhadap istri dan

anaknya tersebut, menyebabkan istrinya terluka dan menimbulkan bekas luka di



tubuhnya. Setelah itu istrinya melaporkan perbuatannya ke pihak yang berwajib
karena istrinya tidak tahan lagi. Dan tidak puas dengan hasil putusan Pengadilan
Negeri Muara, maka isteri mengajukan banding. Setelah diproses, Mejelis Hakim
Pengadilan Tinggi Negeri Padang menjatuhkan hukuman pidana 7 (tajuh) bulan
penjara. Sedangkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 44 mengatakan
hukuman pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dipidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun.

Berdasarkan latar belakang ini, penulis menemukan masalah yang terjadi
pada putusan hakim Nomor 34/PID.Sus/2016/PT.PDG yang menjatuhkan
hukuman kepada terdakwa selama 5 (Lima) bulan penjara pada tingkat pertama.
Dan setelah mengajukan banding atas tidak puas dengan putusan tingkat pertama,
lalu Pengadilan Tinggi Negeri Padang menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa 7
(tujuh) bulan penjara. Dengan adanya fenomena tersebut membuat penulis tertarik
untuk membahasnya dalam sebuah karya ilmiyah yang akan dibuat dalam bentuk
skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Putusan
Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Padang Tentang KDRT Nomor
34/PID.Sus/2016/PT.PDG”.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis jelaskan di atas, fokus
masalah yang akan penulis teliti yaitu: bagaimana bentuk analisis yuridis dan
hukum Islam terhadap Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Padang Tentang
Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor. 34/PID.Sus/2016/PT.PDG.

C. Rumusan Masalah
Untuk lebih memfokuskan penelitian ini dan untuk mencapai sasaran maka
penulis membatasi masalah yang akan diteliti yaitu:
1. Apa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Negeri Padang tentang
kekerasan dalam rumah tangga terhadap putusan  Nomor
34/PID.Sus/2016/PT.PDG?



2. Bagaimana Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Padang Tentang
kekerasan dalam rumah tangga Nomor 34/PID.Sus/2016/PT.PDG

ditinjau dari hukum Positif dan hukum Islam?.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan alasan dan dasar pertimbangan
hukum Pengadilan Tinggi Negeri Padang tentang kekerasan dalam rumah
tangga Nomor 34/PID.Sus/2016/PT.PDG, sehingga berbeda menjatuhkan
hukuman.

2. Untuk menjelaskan dan menganalisis Putusan Hakim Pengadilan Tinggi
Negeri Padang tentang kekerasan dalam rumah tangga Nomor
34/PID.Sus/2016/PT.PDG ditinjau dari hukum Positif dan hukum Islam.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian
1. Manfaat Penenlitian
1) Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wacana intelektual,
menambah wawasan baik bagi masyarakat, akademisi, organisasi dan
pengkaji hukum Islam, khususnya dalam pembahasan mengenai konsep
kekerasan dalam rumah tangga menurut figih munakahat.
2) Secara Praktis

a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar
Serjana Hukum pada Jurusan Ahwal Al- syakhshiyyah Fakultas
Syariah dan Hukum di IAIN Batusangkar.

b. Kegunaan hasil penelitian ini dari segi teoritis, diharapkan dapat
berguna untuk dijadikan bahan acuan penelitian berikutnya, kemudian
untuk menambah wawasan masyarakat, akademisi, organisasi
masyarakat dalam mendudukkan kembali konsep kekerasan dalam

rumah tangga menurut figih munakahat.



c. Sebagai sumbangan informasi pemikiran serta bahan masukan dan
wacana Yyang bersifat ilmiah, yang diharapkan bermanfaat bagi
masyarakat secara umum, dan peneliti khususnya.

d. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi seluruh

lapisan masyarakat.

2. Luaran Penelitian
Adapun luaran penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah
agar dapat diterbitkan dalam jurnal ilmiah dan bisa menambah khazanah dan

referensi pustaka IAIN Batusangkar.

F. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul ini, maka
peneliti mencoba menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini sebagai
berikut:

Tinjauan Yuridis merupakan suatu kegiatan untuk mencari dan
menemukan keabsahan, kebenaran yang berdasarkan hukum yang berlaku di
Indonesia. Dengan kata lain, menganalisis suatu permasalahan dari sudut pandang
hukum yang berlaku di indonesia (Sugiono, 2008: 1278). Adapun yang dimaksud
penulis dengan kata yuridis disini, ialah peraturan tentang Kekerasan Dalam
Rumah Tangga terhadap Putusan di Pengadilan, menurut hukum pidana mengenai
pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatunkan hukuman pada Putusan Nomor.
34/PID.Sus/2016/PT.PDG.

Hukum Islam secara kebahasaan, al-hukm berarti menetapkan sesuatu
atas sesuatu atau tidak menetapkannya. Menurut istilah ahli figh hukum adalah
efek yang timbul dari perbuatan yang diperintahkan Allah SWT (Azra Dkk. 2005:
47). Dengan kata lain, bila hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam
berarti: seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang
tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat
untuk semua umat yang beragama Islam. Dan dari definisi tersebut bahwa hukum
Islam mencakup hukum syariah dan hukum figh karena arti syara’ dan figh

terkandung di dalamnya. Adapun yang dimaksud penulis dengan kata hukum
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Islam disini, ialah aturan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tergolong pada
nusyuz menurut figh munakahat.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan setiap perbuatan terhadap
seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau
penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga
termasuk ancaman untuk melakukan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan
secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga mengenai pertimbangan
Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pada Putusan Nomor.
34/PID.Sus/2016/PT.PDG.

Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam
sidang pengadilan terrbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas
segala tuntuntan hukum dalam serta menurut cara yang diatur dalam Undang-
Undang ini (Pasal 1 angka 9 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Jadi disini yang penulis maksud berdasarkan judul penulis “Analisis Yuridis
Dan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang
Tentang KDRT Nmor. 34/PID.Sus/2016/PT.PDG”. Pada penelitian ini,
memfokuskan terhadap keadaan hukumnya sebenarnya, yang membuat Hakim
pada Pengadilan Tinggi Negeri Padang, dengan Hakim Pengadilan Negeri Muara
berbeda pendapat dalam menvonis terdakwa. Serta bagaimana nusyuz suami
menurut hukum Islam terhadap Putusan Nomor 34/PID.Sus/2016/PT.PDG.

10



BAB II
KAJIAN TEORI

A. Konsep Dasar Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
1. Defenisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Secara Istilah kekerasan merupakan sifat paksaan, keras, dan
perbuatan menyebabkan kerusakan fisik atau anggota tubuh orang lain.
Dengan arti lain kekerasan menggunakan kekuatan fisik untuk menganiaya,
melukai, dan perbuatan yang mendasar atas kasar serta keras. Perbuatan
melukai atau terluka dikarenakan tidak sesuai dengan aturan atau perkataan
tidak senonoh. Serta perbuatan suatu yang kuat, bergejolak, hebat dan sering
menghancurkan yang sifatnya memaksa. Secara tidak langsung muncul
berupa perasaan yang diekspresikan dengan penuh emosional. Termasuk
sesuatu hal yang timbul dari aksi atau perasaan tersebut (Sulaiman dan
Homzah, 2010: 51). Peristiwa kekerasan terjadi terhadap wanita pada akhir-
akhir ini menjadi topik yang paling dominan. Oleh sebab itu makin beratnya
kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami isteri, akan tetapi
intensitas sangat dikhawatirkan. Termasuk di Indonesia, selain mudah di
akses melalui pemberitaan media masa, peningkatan skala ruang, bentuk,
intensitas dan derajat kekerasan dalam rumah tangga terhadap wanita juga
diperoleh dari hasil penelitian terdahulu.

Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap wanita
menyatakan, bahwa segala bentuk tindakan kekerasan, baik secara fisik
seksual maupun emosional yang membuat wanita menderita termasuk dalam
segala bentuk ancaman, intimidasi, dan pelanggaran hak atau kemerdekaan
wanita baik secara jelas maupun tersembunyi (Sulaiman dan Homzah, 2010:
1). Sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun
2004 tentang pengahapusan kekerasan dalam rumah tangga yang berbunyi:

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap
seseorang  terutama  perempuan,yang  berakibat  timbulnya
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau
penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan
perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara
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melawan hukum dan lingkup rumah tangga. (Undang-Undang RI
No. 23 Tahun 2004, 2007: 2).

Kekerasan (baik fisik maupun psikis) yang Dilakukan oleh anggota
keluarga kepada anggota keluarga yang lain (yang dapat Dilakukan oleh
suami kepada istri dan anaknya, atau oleh ibu kepada anaknya, atau bahkan
sebaliknya). Meskipun demikian, korban yang dominan adalah kekerasan
terhadap istri dan anak oleh sang suami. Kekerasan bisa menimpa siapa saja
termasuk ibu, bapak, suami, istri, anak atau pembantu rumah tangga. Namun
secara umum pengertian KDRT lebih dipersempit artinya sebagai
penganiayaan oleh suami terhadap istri. Hal ini bisa dimengerti karena
kebanyakan korban KDRT adalah istri. Sudah barang tentu pelakunya
adalah suami “tercinta” (Amalia t.t, 6).

Pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya, bahwa kekerasan
dalam rumah tangga merupakan segala perbuatan yang melanggar hak asasi
manusia. Akibat dari perbuatannya dapat dijatuhkan sanksi hukum pidana
maupun hukum perdata. Akan tetapi, wanita sering tidak menyadari bahwa
dirinya telah mengalami tindak kekerasan. Karena sering mengalami
kekerasan oleh pasangannya dan menghendaki kekerasan tersebut tidak
dapat dihentikan, tetapi bukanlah sesuatu hal yang mudah. Karena secara
sosial budaya wanita dikonstruksikan untuk menjadi isteri yang baik, yang
menajalankan kewajibannya kepada suami dan menjaga keutuhan rumah
tangga.

Wanita atau isteri dituntut untuk memiliki tanggung jawab yang
lebih besar demi menjaga keutuhan suatu rumah tangga. Suatu ketika
konflik terjadi, tindakan sang isteri pertama kalinya akan menyerahkan diri
sendiri serta mencari sebab-sebab konflik dalam dirinya. Kekerasan dalam
rumah tangga merupakan hal yang tabu, serta kerab dilakukan sering
dianggap sebagai salah satu bentuk cara suami mendidik sang isteri. Dan
anggapan semata, bahwa sang suami sebagai pemimpin atau imam dalam
sebuah bahtera dalam rumah tangga sehingga suami melakukan perbuatan

semaunya (Amalia t.t, 6).
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Perbuatan tindakan kekerasan dalam bahtera rumah tangga seperti
siksaan, fisik, dan emosional. Dan kekerasan seksual kerab terjadi secara
kasar, sengaja, dan sadar. Mengakibatkan kepada anggota keluarga atau
bahtera rumah tangga. Sebagaimana termaktub dalam UU Rl Nomor 23
Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
Berbunyi:

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap
seseorang terutama wanita, yang berakibat timbulnya kesengsaraan
atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran,
pemaksaan termasuk melawan hukum dalam lingkup rumah tangga
(Huraerah, 2012: 24).

Kekerasan merupakan serangan atau tindakan terhadap fisik maupun
integritas keutuhan mental psikologi seseorang. Sedanngkan menurut
Herkutanto menyatakan kekerasan rumah dalam rumah rangga (KDRT)
merupakan tindakan serta sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu
sehingga dapat merugikan wanita, baik secara psikis atau secara fisik.
Perbuatan kekerasan dalam rumah tangga dapat ditentukan dalam berbagai
bentuk macam cara. Seperti bentuk kekerasan dimana menggunakan
penyalahgunaan kekuatan antara yang kuat terhadap yang lemah dari segi
status serta fisik. Adapun tingkatan kekerasan dalam rumah tangga dari
perbuatan yang ringan maupun perbuatan berat. Terkadang juga kekerasan
dalam rumah tangga berlangsung, terjadi karena halnya salah paham
menghina sampai pada akhirnya bisa terjadi kekerasan fisik (Huraerah,
2012: 67).

Berdasarkan lembaga konsultasi bantuan hukum untuk wanita dan
keluarg menyatakan, bahwa penyebab terjadi kekerasan dalam rumah
tangga terdapat 2 (dua) faktor. Pertama, faktor internal ini menyangkut pada
kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali
melakukan kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan marah dan
frustasi. Kedua, faktor eksternal merupakan faktor diluar pelaku kekerasan

seperti halnya faktor lingkungan seperti stereotipe. Dengan kata lain bahwa
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laki-laki adalah tokoh yang dominan, agresif, dan tegar. Akibatnya wanita
secara mau atau tiadak mau harus bertindak lemah lembut dan mengalah.
Perbuatan kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi terhadap
isteri dan juga sering di jumpai bahkan dalam jumlah yang tidak sedikit.
Banyak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi, cuman sedikit yang
dapat didamaikan atau diselesaiakan secara adil. Sebab masyarakat masih
berpandangan, bahwa kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi rahasia
atau aib rumah tangga. Dan tidak pantas jika diangkat dalam publikasi atau

tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat umum (Soeroso, 2011, 76).

1) Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Ruang lingkup rumah tangga menurut Pasal 1 ayat (1) UU No.23

Tahun 2004 meliputi:

1. Suami, istri, dan anak;

2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluargadengan orang
sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah,
perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap
dalam rumah tangga;dan/atau;

3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam

rumah tangga.

2) Macam-Macam Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Keberadaan beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga secara
yuridis telah ditetapkan dalam Undang-undang R.l. Nomor 23 Tahun
2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam
Pasal 5 disebutkan, bahwa:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga
terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

a. Kekerasan fisik;

b. Kekerasan psikis;

c. Kekerasan seksual; atau

d. Penelantaran rumah tangga (UU No. 23 Tahun 2004 2007, 30).

Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga menjelaskan:
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Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan segala perbuatan
kepada wanita terutama isteri, yang berakibat timbulnya
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis.
Serta penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk
melakukan perbuatan, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan
secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga, bentuk-bentuk/macam—macam kekerasan dalam

rumah tangga mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis atau

psikologis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga atau

kekerasan ekonomi. Adapun bentuk kekerasan tersebut yaitu :

1. Kekerasan fisik digolongkan dalam tiga bentuk, yakni:

1)

N
~

Kekerasan fisik berat merupakan penganiayaan berat seperti:
memukul, menyundut dan menendang. Serta melakukan percobaan
pembunuhan dan semua perbuatan lain yang dapat mengakibatkan:
a. Luka berat pada tubuh korban serta luka yang sulit disesmbuhkan
atau yang menimbulkan bahaya mati;

Hilang salah satu anggota indra tubuh;

Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;
Kematian korban.

Dapat cacat;

Tidak sanggup beraktivitas;

Pingsan;

Lumpuh;

Cedera berat;

Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih;

— - TQ hD a0 o

Kekerasan fisik ringan merupakan mendorong, menjambak,

menampar, dan perbuatan lainnya mengakibatkan:

a. Melakukan repitisi (pengulangan) kekerasan fisik ringan dapat
dimasukan ke dalam jenis kekerasan berat

b. Cedera ringan;

c. Rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat
(La Jammaa dan hadidjah, 2008 :70) ,

Penjelasan macam-macam kekerasan fisik dalam bahtera
rumah tangga di atas, merupakan penggabungan dua jenis golongan

tindak pidana dalam KUHP. Seperti tindak pidana pembunuhan
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dan tindak pidana penganiayaan berat. Tujuan serta niat pelaku
dalam tindak pidana tersebut bertujuan untuk melukai tubuh atau
menghilangkan nyawa korban, akan tetapi lebih pada kemauan
sendiri dari pelaku untuk mengontrol korban agar tetap dalam
posisi subordinat (konteks kekerasan domestik) (La Jammaa dan
hadidjah, 2008 :70).

2. Bentuk kekerasan psikis digolongkan dalam dua bentuk:

a. Kekerasan psikis berat merupakan tindakan manipulasi, eksploitasi,
perendahan, kesewenangan, penghinaan, pengendalian, dan
pengendalian. Bentuk pemaksaan, isolasi sosial, pelarangan, dan
ucapan yang merendahkan atau menghina, serta penguntitan
merupakan ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis, yang
masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat
berupa salah satu atau beberapa:

a. Bunuh diri

b. Gangguan stress setelah trauma;

c. Depresi berat atau destruksi diri;

d. Gangguan tidur, gangguan makan, ketergantungan obat,
disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan
atau menahun;

e. Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas
seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya;

f. Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta
tanpa indikasi medis);

b. Kekerasan psikis ringan merupakan tindakan manipulasi,
perendahan, eksploitasi, penghinaan, pengendalian, dan
kewenangan. Dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi
sosial. Tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau
menghina, penguntitan, ancaman kekerasan fisik, seksual dan
ekonomis, yang masing-masingnya bisa  mengakibatkan
penderitaan psikis ringan, berupa salah satu atau beberapa hal:

a. Gangguan tidur atau gangguan makan atau gangguan disfungsi
seksual;

b. Gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala,
gangguan pencernaan tanpa indikasi medis);

c. Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya
kemampuan untuk bertindak;
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d. Fobia (depresi).
e. Ketakutan;

Pembuktian kekerasan psikis harus memiliki dua aspek
secara terintegrasi;

a) Implikasi psikologis yang dialami korban, harus ada keterangan
psikologis atau psikiatris yang tidak saja menyatakan kondisi
psikologis korban tetapi juga uraian penyebabnya.

b) Tindakan yang diambil pelaku (La Jamaa dan Hadidjah, 2008:
76).

3. Bentuk kekerasan seksual terbagi tiga yakni:

a) Kekerasan seksual berat, berupa:

a. Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba,
menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul
serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/ jijik, terteror,
terhina dan merasa dikendalikan;

b. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau
pada saat korban tidak menghendaki;

c. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai,
merendahkan dan atau menyakitkan;

d. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan
pelacuran dan atau tujuan tertentu;

e. Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan
posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi;

f. Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa
bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka, atau cedera.

b) Kekerasan seksual ringan

a. Pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal,
gurauan porno, siulan, dan ejekan.

b. Pelecahan secara non verbal seperti ekspresi wajah, gerakan
tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta perhatian
seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan
atau menghina korban.

c) Melakukan repitisi kekerasan seksual ringan dapat dimasukan ke
dalam jenis kekerasan seksual berat.

Melakukan perbuatan memaksa hubungan intim hanya dalam
bentuk pemaksaan fisik semata, seperti harus adanya unsur penolakan
secara jelas. Akan tetapi memaksa juga bisa terjadi dalam bentuk fisik,

seperti dibawah tekanan sehingga tidak bisa melakukan penolakan
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dalam bentuk apapun. Akibatnya dalam pembuktian tidak dapat
dibatasi pada bukti-bukti fisik belaka, namun juga bisa dibuktikan
melalui kondisi fisik dialami korban (La Jamaa dan Hadidjah, 2008:
80).

4. Bentuk kekerasan ekonomi terbagi menjadi dua bentuk:

a) Kekerasan ekonomi berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi
dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa:

a. Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk
pelacuran;

b. Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya;

¢. Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban,
merampas dan atau memanipulasi harta benda korban.

b) Kekerasan ekonomi ringan, berupa melakukan upaya-upaya
sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya
secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi,
esensi kekerasan ekonomi adalah tindakan-tindakan di mana akses
korban secara ekonomi dihalangi dengan cara korban tidak boleh
bekerja tetapi ditelantarkan, kekayaan korban dimanfaatkan tanpa
seizin korban, atau korban dieksploitasi untuk mendapatkan
keuntungan materi. Dalam kekerasan ini, ekonomi digunakan
sebagai sarana untuk mengendalikan korban (La Jamaa dan
Hadidjah, 2008: 80).

3) Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Fakta laki-laki di dalam masyarakat memiliki berkuasa atas diri
perempuan atas membangun bahtera rumah tangga ini suami atas
isteri. Isteri sepenuhnya milik sang suami sehingga selalu berada
dalam kontrol sang suami. Ketika isteri melakukan hal yang keliru,
maka sang suami bisa berbuat apa saja agar isteri segera kembali
kejalan yang benar, termasuk didalamnya melakukan tindak
kekerasan.

b. Tradisi mendorong isteri agar tergantung pada suami, termasuk dalam
ekonomi. Hal demikian membuat isteri secara tidak langsung
posisinya dibawah kekuasaan suami. Sehingga isteri mendapatkan
perlakuan semena-menanya tergantung kehendak atau mood sang

suami;

18



19

c. Masyarakat masih memiliki pemahaman membesarkan anak laki laki
dengan mendidik supaya harus kuat dan berani. Serta seorang lelaki
dilatih untuk sebagai penguasa atas diri serta orang sekelilingnya. Jika
mereka tidak memenuhi harapanny maka dia dikatagorikan laki-laki
yang lemah (Ciciek, 2005: 35);

d. Memiliki Pemahaman yang menyimpang terhadap hukum Islam,
sehingga anggapan suami boleh menguasai isterinya. Penafsiran hal
ini berdampak, hukum Islam membenarkan sang suami melakukan
perbuatan kekerasan kepada isetri dalam rangka mendidik. Oleh
karena itu, sang suami mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari
isterinya. Pemahaman seperti di atas, dapat melestarikan tindakan
kekerasan dalam rumah tangga kepada isteri. Seandainya diperbaiki
dengan penafsiran yang lebih sesuai, sehingga keadilan akan tecipta
sesuai dengan syariat Islam;

e. Kekerasan dalam rumah tangga bagi masyarakat tidak
menganggapnya sebagai masalah sosial. Namun kekerasan dalam
rumah tangga merupakan persoalan masalah suami dan isteri. Jadi,
Orang lain tidak boleh ikut campur dalam persoalan tersebut. Seorang
wanita diserang oleh seseorang tidak dikenal dijalanan, maka
masyarakat akan berusaha untuk menghentikan. Selanjutnya akan
melaporkan peristiwa itu kepada polisi (pihak yang berwajib). Akan
tetapi jika masyarakat mengetahui sang suami menganiaya isterinya,
masyarakat tidak bisa membantunya. Perbuatan atau sikap yang
timbul kekejaman dalam rumah tangga terus-menerus (Ciciek, 2005:
36).

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak KDRT,
yakni faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal memiliki hubugan
erat dengan kekuasaan suami dan diskriminasi di kalangan masyarakat.

Di antaranya:
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1) Budaya menempatkan pada posisi laki-laki dianggap lebih unggul
dari pada perempuan dan berlaku tanpa perubahan, seolah-olah itulah
kodrati;

2) Interpretasi agama merupakan yang tidak sesuai dengan universal
agama, misalnya seperti nushuz. Seperti  suami boleh memukul
isteri dengan alasan mendidik atau isteri tidak mau melayani
kebutuhan seksual suami. Maka suami berhak memukul dan isteri
dilaknat malaikat;

3) Kekerasan berlangsung justru tumpang tindih dengan legitimasi
dan menjadi bagian dari budaya, keluarga, negara dan praktek di
masyarakat sehingga menjadi bagian kehidupan.

Faktor eksternal lain mengakibatkan terjadinya kekerasan
dalam rumah tangga antara lain:

1) Konsep perempuan dengan kondisi fisik yang lemah cenderung
menjadi anggapan objek pelaku kekerasan. Sehingga kondisi lemah ini
dianggap sebagai pihak yang kalah dan dikalahkan. Hal demikian
seringkali ~ dimanfaatkan laki-laki untuk  mendiskriminasikan
perempuan sehingga perempuan tidak dilibatkan dalam berbagai
peran  strategis.  Akibat dari konsep ini, seringkali laki-laki
memanfaatkan kekuatannya untuk melakukan kekerasan terhadap
perempuan baik secara fisik, psikis, maupun seksual (Mufidah,
2006: 9);

2) Wewenang yang berada di bawah kekuatan jabatan, juga menjadi
sarana untuk melakukan kekerasan. Dengan kata lain kekuasan
merupakan hakikat bagi kewajiban untuk, bertanggung jawab,
melindungi dan mengatur lemah. Sesungguhnya kekuasaan atau
wewenang yang legitimate milik penguasa. Kerab terjadi tindakan
penganiayan atau kekerasan kepada bawahan atau warganya. Konsep
ini, respon negara kepada rakyatnya sebagai bentuk kebijakan yang

tidak sensitif terhadap kebutuhan rakyatnya;
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3) Sistem ekonomi kapitalis juga menjadi sebab terjadinya kekerasan
terhadap wanita. Dalam sistem ekonomi kapitalis dengan prinsip
ekonomi cara mengeluarkan modal sedikit untuk mencapai
keuntungan sebanyak-banyaknya. Maka memanfaatkan perempuan
sebagai alat dan tujuan ekonomi akan menciptakan pola
eksploitasi terhadap perempuan dan berbagai perangkat tubuhnya.
Oleh karena itu, perempuan menjadi komoditas yang dapat diberi gaji
rendah atau murah (Mufidah, 2006: 10).

Faktor internal merupakan kekerasan kepada isteri merupakan
kondisi fisik dan kejiwaan sang suami sebagai pelaku tindak kekerasan:

1) Pemabuk;

2) Penerimaan masyarakat terhadap kekerasan;

3) Sakit mental dan jiwa;

4) Susah komunikasi;

5) Kelainan Seks;

6) Perubahan kondisi dan situasi;\

7) Citra diri yang lemah;

8) Depresi;

9) Kekerasan alasan sumber untuk menyelesaikan suatu masalah;

10) Kebiasaan keturunan dari anggota keluarga atau orang tua
(Zumrotun, 2006:103).

Semua bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga pelakunya
adalah sang suami. Contohnya, melakukan pemukulan kepada isteri,
pemerkosaan dalam rumah tangga, dan lain-lainya. Hal demikian itu,
sangat jarang bahan pemberitaan bagi masyarakat. Karena dianggap tidak
ada masalah, sesuatu hal tabu dan tidak wajar dibicarakan. Berbagai
macam kejadian dari tindakan kekerasan yang menjadi korban pada
umumnya adalah isteri/wanita yang cenderung diam dan merasa akan sia-
sia. Kepada korban akan malu, bahkan tidak berani menceritakan
keadaannya kepada orang terdekatnya.

KDRT merupakan suatu perilaku yang berulang dan membentuk
suatu pola yang khas. Untuk memahami masalah kekerasan dalam rumah
tangga, kita harus memahami siklus atau lingkaran kekerasan tersebut.
Pemahaman tersebut akan membantu kita untuk mengetahui sebab
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perempuan atau isteri yang telah dianiaya tetap mencob bertahan dalam
situasi yang buruk. Adapun siklus atau tahap-tahap tersebut sebagai
berikut. Tahap awal atau tahap munculnya ketegangan, tahap pemukulan

akut, dan tahap bulan madu semu.

2. Konsep Dasar Nusyuz
1) Defenisi Nusyuz

Secara bahasa an-Nusyuz berasal dari bahasa arab an-Nasyz
memiliki arti tempat yang tinggi. Sedangkan dalam bentuk istilah,
merupakan isteri durhaka kepada suami, baik dalam hal yang telah
diwajibkan oleh Allah SWT untuk patuh dan taat kepada suami. Dengan
kata lain, bisa dikatakan suami memiliki kedudukan yang lebih tinggi
dari pada isteri (Kamal, 2006: 36). Secara makna bahasa nusyuz
merupakan masdar dari kata, < ><s memiliki makna tanah beranjak
tinggi terus ke atas (Mansur, t.t: 637). 'Ali as-Sabuni mengatakan bahwa:
Sl Sl oyl Sedangkan menurut al-Qurtubi: L adi)) 4e il
sesuatu naik ke atas dari bumi (Al-Qurtubi, 1967: 170). Dengan kata lain
nusyuz merupakan sesuatu yang menonjol dari dalam ke suatu tempat
yang tinggi. Konsepnya dikaitkan dengan hubugan suami dan isteri,
maka dapat diartikan sebagai sikap isteri yang durhaka dan menentang
terhadap suami (Munawawir, 1997: 1418).

Fugaha Hanafiyah menyatakan ketidaksenangan yang terjadi
diantara suami dan isteri. Sedangkan Ulama Maliki berpendapat nusyuz
merupakan saling menganiaya antara suami dan isteri. Ulama Syafi’iyah
nusyuz merupakan perselisinan diantara suami dan isteri. Sementara itu
ulama Hambaliyah memberikan pengertian dengan ketidaksenangan dari
pihak isteri dan suami dengan pergaulan yang tidak harmonis (al-Saldani,
2004:26).

Isteri yang melakukan nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam
didifinisikan sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan

kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada
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suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur
keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (Pasal 83
Ayat 1 dan 84 ayat 1 KHI). Sebagian fugaha berpendapat nusyuz jauh
berbeda dengan syigag. Karena nusyuz dilakukan oleh salah satu pihak
dari suami dan isteri. Nusyuz dimulai salah satu pihak, baik dari sang
suami maupun isteri bukan secara bersamaan. Oleh karena itu, bukan lagi
merupakan nusyuz melainkan dikategorikan sebagai syigag.

Sama halnya antara nusyuz dan i’radh juga memiliki arti dan
makna berbeda. Kata nusyuz lebih sempurna dari pada kata i’radh.
Karena kandungan arti nusyuz mencakupi semua bentuk perlakuan buruk
sang suami dan isteri dalam bahtera rumah tangga. Sedangkan i’radh
merupakan sebatas berubahnya perhatian suami dari isteri karena alasan
yang lain. Para ulama memiliki pemahaman yang tidak jauh berbeda
antara satu dengan yang lainya. Tindakan nusyuz mungkin saja dilakukan
oleh seorang isteri, dan juga dilakukan oleh sang suami, ketika sang
suami tidak melakukan hubungan intim dengan sewajarnya. Selaras
dengan melakukan perbuatan dibatas kewajaran hak dan kewenangan,
dalam memperlakukan isteri yang nusyuz sebagaimana dibatasi oleh
Syariat.

Dalam kehidupan rumah tangga, tidak selalu terjadi keharmonisan,
meskipun jauh dari sebelumnya, sewaktu melaksanakan perkawinan
dikhutbahkan agar suami-isteri bisa saling menjaga untuk dapat
terciptanya kehidupan yang mawaddah warahmah diantara mereka. Akan
tetapi, dalam kenyataanya konflik dan kesalah-pahaman diantara mereka
kerap kali terjadi sehingga melunturkan semua yang diharapkan.
Timbulnya konflik dalam rumah tangga tersebut pada akhirnya kerap kali
mengarah pada apa yang disebut dalam figh dengan istilah nusyuz. Hal

ini dapat dalam surah an-Nisa Ayat 34 yang berbunyi:
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Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh
karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki)
atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-
laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu
maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi
memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah
telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu
khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan
pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah
mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah
kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya
Allah Maha Tinggi lagi Maha besar (Q.S. an-Nisa : 34) (Depaq
RI, 1995:275).

Ayat di atas sering digunakan sebagai landasan tentang nusyuz
isteri terhadap suami. Meskipun secara tersurat tidak dijelaskan
bagaimana awal mula terjadinya nusyuz isteri tersebut, melainkan hanya
sebatas solusi atau proses penyelesaiannya. Dapat juga ditarik beberapa
penafsiran mengenai kandungan hukum yang ada dalam Ayat tersebut:

1) Hak dan kewajiban suami dan isteri;
2) Kepemimpinan rumah tangga;
3) Jalan keluar dari nusyuz yang dilakukan oleh isteri yang ada pada ayat

al-qur’an yang lainnya:
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Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak
acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya
mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan
perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu
menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu
secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak
acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa
yang kamu kerjakan. (Q.S. an-Nisa: 128)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) aturan mengenai persoalan
nusyuz dipersempit hanya pada nusyiiznya isteri saja serta akibat hukum
yang ditimbulkannya. Mengawali pembahasannya dalam persoalan
nusyuz KHI berangkat dari ketentuan awal tentang kewajiban bagi isteri,
yaitu bahwa dalam kehidupan rumah tangga kewajiban utama bagi
seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-
batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Dan isteri dianggap nusyuz jika
ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud
tersebut. Walaupun dalam masalah menentukan ada atau tidak adanya

nusyuz isteri tersebut menurut KHI harus di dasarkan atas bukti yang sah.

2) Macam-Macam Nusyuz
1) Nusyuz Isteri
Nusyuz memiliki arti kedurhakaan isteri kepada suami dalam
menjalankan yang diwajibkan oleh Allah SWT terhadapnya. Dalam
hukum Islam nusyuz mimiliki hukumnya haram, karena telah
meyimpang dari sesuatu yang telah ditetapkan syariat melalui al-

Quran dan al-hadits. Merupakan sesuatu perbuatan itu, isteri mendapat
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ancaman atau sanksi. Diantaranya gugur haknya sebagai isteri dalam
masa nusyuz itu, meskipun demikian nusyuz tidak dengan sendirinya
memutus ikatan perkawinan. Istri nusyuz merupakan suatu perbuatan
atau tindakan durhaka dilakukan oleh isteri kepada suaminya. Agama
Islam telah memerintahkan ketentuan hukuman bagi isteri yang
melakukan nusyuz (Djuaini, 2016:183).

Imam Hanafi menyatakan isteri nusyuz merupakan bila isteri
keluar dari rumahnya tanpa seizin suaminya, bila dia tidak mau
melayani suaminya tanpa alasan yang benar. Sedangkan Imam Maliki
memiliki pedapat juga yakni, isteri nusyuz merupakan tidak taatnya
sang isteri kepada suaminya. Bila dia menolak untuk digauli serta
mendatangi satu tempat yang dia tahu hal itu tidak diizinkan oleh
suaminya, serta mengabaikan kewajiban terhadap Allah SWT,
contohnya tidak mandi wajib dan tidak berpuasa pada bulan
Ramadhan (Ghanim, 2006:26).

Sementara Imam Syafi’i menyatakan, bahwa isteri nusyuz
merupakan perbuatan isteri yang tidak mematuhi suami dan tidak
melaksanakan ketentuan syariat yang berkaitan dengan hak dan
kewajiban suaminya. Serta tidak menjalankan kewajiban syariat yang
lainnya. Imam Hambali memberi pengertian juga, bahwa sebagai
perbuatan isteri yang tidak menjalankan hak dan kewajiban suaminya,
telah wajib diterimanya karena tali ikatan pernikahan. Dengan kata
lain, isteri nusyuz merupakan sesuatu perbuatan atau sikap isteri yang
meninggalkan kewajibannya untuk taat atau patuh terhadap suami.
Contohnya keluar rumah tanpa seizin suaminya, menolak
berhubungan intim, dan perbuatan lain yang mencerminkan
ketidakpatuhannya kapada suaminya (Ghanim, 2006: 27).
Sebagaimana telah termaktub dalam Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam

yang berbunyi:
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1. Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan
kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat
(1) kecuali dengan alasan yang sah;

2. Selama isteri dalam masa nusyuz, kewajiban suami terhadap
isterinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku
kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya;

3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali
sesuadah isteri nusyuz;

4. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus
didasarkan atas bukti yang sah.

Salah satu cara isteri nusyuz dapat dilihat dari perkataan dan
perbuatan dari pihak isteri. Contoh dari perkataan seperti menjawab
tidak sopan terhadap pembicaraan suami yang lemah lembut.
Sedangkan contoh nusyuz perbuatan dari pihak isterieperti tidak mau
pindah ke rumah yang telah disediakan oleh suaminya. Serta tidak
melaksanakan yang diperintahkan oleh suami, serta keluar rumah
tanpa seizin suami. Para fugaha memberikan ketentuan yang dikatakan
isteri dianggap nusyuz:

a. Isteri tidak mau tinggal di rumah suaminya yang layak tanpa udzur
(alasan) oleh syara’;

b. Isteri tidak mau berhubungan intim dengan suaminya tanpa alasan
yang sah menurut syara’;

c. Isteri murtad;

d. Isteri meninggalkan rumah tanpa izin suaminya dan tanpa adanya
muhrim yang mendampinginya (Djuaini, 2016:266).

2) Nusyuz Suami

Konsep nusyuz suami memiliki makna durhaka sang suami
kepada Allah SWT karena tidak menjalankan hak dan kewajiban
terhadap isterinya. Tindakan nusyuz suami merupakan sang suami
tidak menjalankan kewajiban terhadap isteri, seperti tidak
menjalankan kewajiban bersifat materi (nafkah) atau bersifat non-
materi salah satunya berhubungan intim dengan isteri dengan baik.
Dengan demikian segala sesuatu yang dapat disebut berhubungan
intim dengan isteri tidak baik, contohnya menyakiti fisik (mental

isteri), sikap kasar, dan tidak menjalankan hubungan badaniah dalam
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waktu tertentu. Serta tindakan lain yang bertentangan dengan asas
bersikap baik (Ria dan Zulfikar, 2015:52). Secara umum Kompilasi
Hukum Islam tidak mengatur secara khusus mengenai nusyuz suami,
serta dasar hukum mengenai nusyuz suami. Dan dijelaskan dalam Q.S
an-Nisaa’ [4] : 128:

u@; uéﬁu\f\j\bwtguwus\u\f\u\}

\)JAUJSAMLAJL)\S \u\."n‘jsa.ij\}m;.\u\j
Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak
acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya
mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan
perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu
menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu
secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak
acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa
yang kamu kerjakan. (Q.S. An-Nisa: 128)

3) Akibat Hukuman Perbuatan Nusyuz

Tindakan yang dikatakan nusyuz isteri, maka agama Islam

memberikan jalan keluar untuk mengatasinya:

a.

Dengan cara memberikan bimbimngan dengan bijaksana dan nasihat
dengan perkataan lemah lembut;

Memberi pukulan tidak memberi sakit yang mendalam seperti
menggunakan siwak dan sebagainya, dengan tujuan sebagai
pembelajaran kepada isteri;

Tidak tidur seranjang serta tidak mencampurinya (dukhul);

Jika ketiga cara di atas sudah tidak berguna, maka dicari jalan dengan
bertahkim (mengangkat hakim) untuk menyelesaikannya (Hamidy dan
Manan, t.t.:371).

Berdasarkan tiga cara di atas, maka yang harus dilakukan sang

suami kepada isteri nusyuz menurut kandungan surah an-Nisa ayat 34

tersebut. Para ulama figh berbeda pendapat dalam pelaksanaanya, apakah

harus berurutan atau tidak. Menurut jumhur ulama dan mazhab Hambali

menyatakan, bahwa perbuatan tersebut harus berurutan dan disesuaikan

dengan tingkat dan kadar nusyuznya. Sedangkan mazhab Syafi’i dan
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Imam Nawawi menyatakan, hal-hal yang melakukan perbuatan tersebut
tidak harus berurutan. Boleh memilih perbuatan yang diinginkan seperti
perbuatan memukul boleh dilaksanakan pada awal isteri nusyuz. Dengan
catatan jika dirasa dapat mendatangkan manfaat atau faedah, jika tidak
maka tidak perlu (Nawawi dan Arabi, t.t: 7).

Akibat hukum yang lainnya, seperti tindakan nusyuz menurut
jumhur ulama mereka sepakat, saat isteri yang tidak taat atau patuh
terhadap suami serta tidak ada tamkin yang sempurna dari isteri. Serta
tanpa adanya suatu alasan yang dapat dibenarkan secara syar’i atau
secara aqgli. Maka isteri bisa dikatakan nusyuz serta tidak berhak
mendapatkan nafkah. Selanjutnya suami beristeri lebih dari satu
(poligami), bila isteri yang nusyuz tidak wajib memberikan nafkah. Dan
juga suami tidak wajib memberikan giliranya. Akan tetapi, Suami masih
wajib memberikan tempat tinggal (Basyir, 1995:7).

Mazhab Hanafi menyatakan, bahwa jika isteri menjaga dirinya
dalam rumah suaminya dan dia tidak keluar tanpa dizinkan suami. Bisa
dikatakan isteri yang patuh dan taat kepada suami. Bahkan bila isteri
keluar rumah atau menolak berhubungan intim dengan alasan yang tidak
dapat dibenarkan secara syar’i. Bisa isteri ini disebut nusyuz serta tidak
mendapatkan nafkah sedikitpun, karena wajib memberikan nafkah oleh
suami menurut mazhab Hanafiyah adalah isteri yang bertahan di rumah
suami (Mugniyyah, 194: 102).

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan juga, sesungguhnya
kewajiban-kewajiban sang suam berupa memberi nafkah. Serta
menyediakan tempat kediaman bagi isteri, biaya perawatan, biaya rumah
tangga, dan pengobatan bagi isteri setelah tamkin dilakukan oleh isteri.
Oleh karen itu, kewajiban-kewajiban tersebut menjadi gugur ketika isteri
nusyuz (Pasal 80 Ayat 4, 5 dan 7 KHI). Pasal selanjutnya juga,
menjelaskan selama isteri dalam keadaan nusyuz kewajiban sang suami
terhadap isteri seperti yang telah disebutkan di atas, akan gugur kecuali

yang berkaitan dengan kepentingan anaknya. Kewajiban sang suami
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kepada isteri nusyuz yang gugur tersebut belaku kembali jika isteri sudah
tidak nusyuz (Pasal 84 Ayat 2, 3, dan 4 KHI).

Selaras juga akibat hukum yang berupa perceraian. Dengan
demikian kemungkinan jika kedua belah pihak sudah tidak mungkin
untuk berdamai lagi, perceraian juga sesuai dengan ketentuan yang ada
dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada
Pasal 39 Ayat (2) jo. Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 116 huru f.
Perihal ini, akibat hukum nusyuz suami tidak ada ketentuan yang secara
jelas mengatur tentang kewenangan atau hak isteri dalam mengatur suami
nusyuz. Meskipun isteri memiliki kewenangan untuk ikut menanggulangi
kekeliruan dan penyelewengan yang dilakukan oleh suami. Itupun hanya
sebatas tanggung jawabnya sebagai seorang isteri. Sang isteri tidak
dibolehkan menjalankan atau menerapkan cara pemukulan atau
pengacuhan seperti yang dilakukan suami kepadanya saat isteri nusyuz.
Disebabkan oleh karena adanya perbedaan godrat antara pria dan wanita,
serta lemahnya isteri untuk dapat mengatasi suaminya. (Ghanim,
2006:60).

Sang isteri dalam mengatasi nusyuz suami, seharusnya berusaha
sekuat tenaga untuk menasihati suami akan hak dan kewajiban isteri dan
anak. Sesungguhnya isteri lakukan dengan cara musyawarah secara
damai dengan tutur kata lembut dan halus. Selaras dengan itu, isteri juga
intropeksi diri atas segala kemungkinan dirinya sebagai pemicu suaminya
dalam melakukan kekerasan dalam rumah tangga (Ghanim, 2006:61).

Walaupun jalan musyawarah tidak terwujud juga perdamaian,
menurut Imam Malik menyatakan isteri boleh mengadukan suami kepada
hakim (pengadilan). Maka Hakim yang memberikan nasihat kepada sang
suami. Jika tidak dapat dinasihati, hakim dapat melarang isteri untuk taat
kepada sang suami, namun suami tetap menjalankan kewajibannya.
Hakim memerintahkan isteri untuk pisah ranjang, meskipun tidak
kembali ke rumah suami. Jika sang suami belum sadar juga, maka hakim

dapat menjatuhkan hukuman pukulan kepada sang suami. Maka hakim
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diboleh memutuskan perceraian diantara keduanya, jika isteri
menginginkannya. Pendapat imam Malik ini seimbang dengan sikap
yang harus diambil atau ditempuh oleh suami saat menghadapi isteri
nusyuz, sebagaimana dijelaskan dalam surah an-nisa ayat 34.
Perbedaannya suami nusyuz yang bertindak adalah hakim (pengadilan)
(Nurjannah, 2003: 279).

3. Konsep Dasar Nusyuz Suami
1) Nusyuz Suami

Nusyuz menurut hukum Islam terdiri dari 2 bentuk: pertama,
nusyuz yang dilakukan dari pihak istri, dalam buku Minhajul Muslim
disampaikan juga bahwasanya salah satu penyebab nafkah untuk istri
dihentikan yaitu jika ia membangkang, atau tidak mengizinkan suami
menggaulinya, karena nafkah adalah konpensasi menikmatinya (Irma,
2021:3). Kedua, nusyuz yang dilakukan dari pihak suami. Konsep nusyuz
suami dalam menurut hukum perkawinan Islam titik fokusnya terhadap
pelanggaran sighat taklik talak, yang dilakukan oleh suami terhadap istri.
Karena merupakan ikrar suami terhadap istri yang ditujukan untuk
melindungi hak istri, sekaligus perbuatan semena-mena sang suami
sebagai pemimpin dan pemberi nafkah dalam bahtera rumah tangga.
Nusyuz suami timbul karena salah penafsiran pada surah an-Nisa ayat 34,
menjelaskan bahwa suami merupakan pemimpin dan membolehkan
memukul kepada istri yang melakukan nusyuz. Padahal dalam arti yang
sebenarnya memukul itu merupakan cara yang terakhir, karena Allah
SWT telah menetapkan tahapan dalam mengatasi isteri nusyuz termaktub
dalam ayat tersebut. (Ghanim, 2006:27).

Saat sang suami mulai merasa posisi isteri sudah dalam keadaan
melakukan perbuatan nusyuz dalam bahtera rumah tangganya,
seharusnya sang suami harus melakukan tahapan yang sudah
diperintahkan oleh Allah SWT terkadung dalam surah an-Nisa ayat 34.
Dengan melakukan menasehati serta memisahkan dari tempat

ranjangnya. Penetapan memukul ada batasan bagi sang suami dalam
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melakukannya, bukan sekdar memukul yang bertujuan untuk menyakiti
isteri. Perihal nusyuz suami hukum Islam sudah mengaturnya secara
tegas yang terkandung surah an-Nisa ayat 128. (Ghanim, 2006:28). Para
ulama sudah banyak memeberikan pengertian tentang nusyuz suami,
salah satunya yaitu ulama mazhab Syafi’i. Menyatakan sikap sang suami
yang menyakiti isteri dengan cara memukul atau perlakuan kasar lainnya
serta mencela kekurangannya. Begitu pun menurut Wahbah Zuhayli
mengatakan nusyuz sang suami lebih berkaitan dengan ketegasan

sikapnya (Salam dan Jure, 2015: 50).

Saat sang suami melakukan memukul kepada isteri, namun tidak
sesuai dengan aturan syatriat, maka akan menjadi nusyuz suami. Sepertri
dari pukulan tersebut menimbulkan cacat permanen kepada isterinya.
Pemukulan yang dilarang oleh hukum Islam, dalam hal ini di sebutkan
bahwa bagian tubuh yang harus dihindari dalam tahap pemukulan yakni:
1) Area muka, sebab muka merupakan anggota tubuh yang dihormati;

2) Area perut serta area yang lain yang dapat menimbulkan kematian,
oleh karena itu, memukul ini bukan bertujuan untuk mencederai
bahkan membunuh isteri yang nusyuz, sengguhnya untuk mengubah
sifatnya.

3) Pemukulan pada satu tempat, sebab akan menambah rasa sakit dan
resikonya timbulnya bahaya.

Berkanaan memukul yang melampaui batas atau meyalahi dari
aturan telah berlaku, serta kepada istri nusyuz yang diatur oleh hukum
Islam dalam surah an-Nisa ayat 34. Prilaku nusyuz suami pada umunya

dapat digolongkan ke dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

2) Ciri-ciri Nusyuz Suami
1) Menurut Ulama Tentang Ciri-ciri Nusyuz Suami
Suami dikatakan nusyuz, ketika suami tidak setia kepada
isterinya. Serta sikap itu melahirkan Ketidakinginan untuk
menafkahinya. Pendapat Para Imam Mazhab yang dapat dijadikan

dasar hukum untuk menentukan ciri-ciri nusyuz suami:
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a. Mazhab Hanafiyah
a) Suami mempunyai rasa benci kepada isteri;

b) Berhubungan intim secara kasar.

b. Mazhab Malikiyah
a) Suami memiliki sikap memusuhi isteri;

b) Menyakitinya dengan pukulan yang tidak diperbolehkan oleh
syara’, hinaan dan sebagainya.

C. Imam Syafi’iyyah meyatakan, nusyuz suami merupakan suami
memiliki sikap memusuhi isterinya dengan pukulan. Dan perbuatan
atau tindak kekerasan lainnya serta berlaku tidak baik terhadapnya.

d. Imam Hanbali
a) Pebrubatan kasar suami kapada isteri dengan cara pumukulan;
b) Tidak menjalankan hak isteri, seperti hak nafkah dan sebagainya

(Wahyuni, 2008: 19).

2) Menurut Pakar Ahli Hukum Tentang ciri-ciri Nusyuz Suami

Berdasarkan surah an-Nisa ayat 128 menjelasakan, ikatan

perjanjian taklik talak lebih sesuai diucapkan/diikrarkan setelah

adanya nusyuz bagi istri. Oleh karena itu pernyataan atau perjanjian

taklik talak tidak diucapkan setelah mengucapkan ijab dan kabul pada

saat berlangsung akad nikah. Sedangkan nusyuz dalam syar’i yakni,

nusyuz yang datang dari isteri dan juga nusyuz yang datang dari suami.

Contoh nusyuz sang suami:

a. Berlaku sikap keras dan kasar kepada isteri;

b. Enggan melakukan hubungan intim dengan isteri;

c. Meninggalkan hak isterinya (Syafuddin, Turatmiyah da Yahanan,

2014:142).

3) Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam

Sumber hukum Islam adalah al-qur’an dan sunnah, dan tidak
mencangkup secara menyeluruh tentang persoalan kekerasan terhadap

wanita. Akan tetapi, banyak juga ayat al-qur’an yang menjelaskan
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mengenai kekerasan terhadap perempuan. ltupun tanda bukti bahwa
Islam  memberi perhatian khusus terhadap kekerasan dalam rumah
tangga. Menurut hukum Islam kekerasan dalam rumah tangga sebagai
berikut:
1) Perbuatan Fisik

al-Qur’an dan hadist diyakini semua umat islam sebagai sumber
acuan utama dalam semua tindakan. Kedua sumber tersebut dipelajari
dan dikaji dilembaga pendidikan dan lapisan masyarakat, sehingga lumra
jika terjadi banyak penafsiran. al-qur’an perhatian bagi istri yang Nusyuz
hal ini dijadikan dasar pemikiran surat an-nisa ayat (34). Dalam ayat ini
yang dijadikan dasar memberi pelajaran bagi istri yang Nusyuz yaitu
terdapat pada ayat :
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Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena
Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas
sebahagian yang lain (perempuan ), serta karena mereka (laki-
laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Oleh Karena
itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi
memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah
telah memelihara (mereka). Perempuan yang kamu khawatirkan
nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di
tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka
mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk
menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha
Besar (Departemen Agama RI, 119).
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Pemukulan secara fisik walaupun terpaksa diperbuat oleh sang
suami, akan tetapi tidak dapat dikatakan sebagai penganiayaan.
Melakukan pemukulan Sang Suami terhadap isteri terdapat dalam 3
bentuk. Pertama, melakukan pemukulan terhadap isteri tanpa ada teguran
(nasihat) serta tidak tidur bersama lagi. Kedua, melakukan pemukulan
memiliki sifat dendam serta menang sendiri. Ketiga, melakukan
pemukulan yang menyakitkan. Oleh karena itu, pemukulan yang
dimaksud dalam ayat tersebut, merupakan pemukulan untuk mendidik
bukan pemukulan keras yang mengakibatkan ada bekas, atau sampai
terjadi patah tulang (al-Razi, 1990: 73).

2) Pebuatan Psikis.

Pendapat al-Sha’rawi, Imam Shafi’i (150-240 H) mengatakan
Allah telah menetapkan agar suami menunaikan kewajibannya dengan
cara yang patut. Maka patut disini ialah memberikan kepada pemilik hak
keperluannya. Menunaikan dengan suka rela dan bukan karena terpaksa,
serta tidak menampakan sikap tidak senang. Apabila salah satu diantara
sifat-sifat ini ditinggalkan, maka seseorang dianggap berlaku aniaya,
karena menunda pelaksanaan hak orang lain termasuk kelaziman (al-
Shafi’i, 2004: 429). Dengan kata lain berhubungan intim dengan cara
wajar pada dasar sama menghormati atau menghargai sang isteri.
Mengahargai atau menghormati isteri merupakan salah satu tanda dari
jiwa manusia yang baik dan sebagai menghilangkan tanda dari
kejelekannya (Sabiqg, :160).

Menurut Abu al-ala al-Mawdudi (1903-1979 M) menyatakan
kewajiban suami dalam hal ini bukan sekedar menganiaya isteri. adi
Penganiayaan bersifat kekerasan fisik dan penganiayaan sang suami
terhadap isteri berupa kekerasaan psikis yang dilakukan pada saat
memabngun bahtera rumah tangga. llanya adalah tidak mau memenuhi
nafsu seksual naluri isteri tanpa ada alasan syar’i dengan tujuan

menyakitinya. Syariat Islam memberi batasan ila maksimal selama empat
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bulan. Tindakan suami selanjutnya diwajibkan menggauli isterinya dan

jika tidak mau. Maka sang suami memiliki hak untuk menceraikan isteri.

3) Kekerasan Hubungan Intim

Kekerasan seksual merupakan melakukan pemaksaan kegiatan
bubungan intim oleh diantara satu pihak. Suami terhadap istri atau
sebaliknya yang biasa disebut dengan marital rape. Namun pemikiran ini
lebih dominan berbagai kalangan marital rape, merupakan perbuatan
isteri yang mengakibatkan tindak kekerasan seksual suami dalam bahtera
rumah tangga. Oleh Karena itu, marital rape merupakan perbuatan
kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh sang suami terhadap
isteri untuk melakukan kegiatan seksual tanpa pertimbangan kondisi
isteri. Berdasarkan sang suami melakukan hubungan intim dengan baik
menjadi tanda suami memiliki budi pekerti serta sebaliknya. Ketiak sang
uami berbuat kasar terhadap isteri merupakan tanda budi perkerti suami
yang buruk. Penganiayaan bersifat kekerasan fisik merupakan bentuk

penganiayaan suami terhadap isteri (Santoso, 2003: 73).

4) Ekonomi

Perbuatan kekerasan ekonomi merupakan suami tidak mau
memberikan nafkah. Seperti halnya memberi perawatan dan
pemeliharaan sesuai dengan hukum yang berlaku, serta adanya ikatan
hubungan suami isteri tersebut. Penelantaran ekonomi merupakan
membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar
rumah. Akibatnya korban masih terpengaruh oleh orang tersebut. Syariat
Islam mengatur secara tegas yang telah dicontohkan oleh Nabi
Muhammad SAW.

B. Penelitian Relevan

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nauval NIM. 150104072 dengan
judul ”Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Pidana
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan  Nomor
99/Pid.Sus/2018/PN.Bna)”. Dalam skripsi ini, yang difokuskannya adalah
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bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap UU No. 23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Pasal 5 ayat (a)
dan 5 ayat (b), Pasal 6 dan Pasal 7 yang menjelaskan tentang kekerasan fisik dan
psikis dalam lingkup rumah tangga dengan melihat putusan Nomor
99/Pid.Sus/2018/PN.Bna.

Kajian ini mengunakan metode penelitian deskriptif analisis, untuk
memberikan gambaran secara utuh dan kongkret, metode pengumpulan data yang
digunakan dengan mengunakan penelitian lapangan (field research) dan penelitian
pustaka (library research). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah
wawancara dengan hakim yang mengadili perkara tersebut dan diperoleh dari
sumber data primer maupun data sekunder.

Hasil penelitian yang ditemukan bahwa, dasar pertimbangan hukum
hakim dalam penyelesaian perkara pidana KDRT sesuai dengan Putusan
99/Pid.Sus/2018/PN.Bna mengunakan pertimbangan unsur setiap orang dan unsur
melakukan kekerasan fisik, sedangkan keterangan hakim saat wawancara majelis
hakim lebih mempertimbangkan sikap dan cara terdakwa memberikan keterangan,
selain itu juga dikarenakan terdakwa meminta maaf dan berjanji tidak
mengulanginya lagi. Adapun menurut pandangan hukum pidana Islam
pertimbangan hukum hakim terhadap perbuatan yang dilakukan pelaku
digolongkan pada tindak pidana atas selain jiwa, yaitu tindakan yang tidak sampai
menghilangkan nyawa, dan berlaku ketetapan hukuman gisas. Hakim boleh
menjatuhkan berdasarkan pertimbangannya, namun tetap berpegang teguh pada
landasan yuridis yang telah ditetapkan.

Skripsi yang ditulis olen M. Andy Raihan NIM. 208044100004 dengan
judul ”Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus
Putusan Hakim Dalam Perkara Percerian Nomor: 214/Pdt. G/PA. Bagr).
Perkawinan adalah ikatan suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan
sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
berdasarkan ketuhanan yang maha esa, namun kendatipun perkawinan adalah
suatu ikatan suci, adakalanya ditengah perjalanan biduk rumah tangga perkawinan
harus berakhir dimeja persidangan. Data badilag Makamah Agung RI
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menyebutkan tantang prosentase cerai gugat dan cerai talak pada tahun 2009
menunjukkan bahwa secara nasional, perkara yang masuk untuk cerai gugat 143,
747 (65%), berbanding perkara untuk cerai talak 77, 773 (35%). Adapun faktot
penyebab gugat cerai adalah faktor kekerasan dalam rumah tangga, dimana
seorang isteri tidak tahan lagi akibat perbuatan kasar suami terhadap isterinya.
Dalam hal ini Hakim Pengadilan Agama Bogor dalam kasus cerai gugat akibat
kekerasan dalam rumah tangga mencoba dan mengkombinasikan beberapa
Undang-Undang vyang terkait dengan perkara tersebut. Penelitian ini
menggunakan beberapa metode penelitian diantaranya: metode penelitian hukum
normatif yang salah stu tujuannya adalah mendapatkan hukum objektif (norma
hukum), dan mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban), metode
penelitian hukum sosiologis yang salah satu tujuannya adalah mendapatkan data
primer, dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berfikir induktif
dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan melakukan
proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang
mutakhir.

Skripsi yang ditulis olen Gusmanto NIM. 301.139 dengan judul
“Tinjauan Hukum Hukum Pidana Islam Terhadap UU No.23 Tahun
Penghapussan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Dalam skripsi ini, yang
difokuskannya adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penelantaran
rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan bagaimana pandangan hukum
Islam terhadap sanksi hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
tentang penelantaran rumah tangga.

Kemudian kesimpulan yang didapatkan dalam penelitiannya adalah
karena dalam hukum Islam tidak ada kepastian hukum yang menerangkannya atau
menjelaskannya sehingga sanksi pidana atau hukuman bagi pelaku penelantaran
rumah tangga hanya diserahkan kepada penguasa atau hakim setempat dan sanksi
pidana bagi pelaku penelantaran menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

terdapat pada Pasal 49 ayat 1 dan 2.
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Skripsi yang ditulis olen Aldi Afyuda, NIM 1313040437, dengan Judul
”Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Perspektif Penganiayaan Dalam
Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim Nomor : 26-K/PM I-
03/AD/11/2016)”. Prodi Jinayah Siyasah Fakultas Syari’ah, Universitas Islam
Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang. Dalam skripsi ini, yang difokuskannya adalah
bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kekerasan fisik
dalam rumah tangga oleh oknum militer dengan Nomor Perkara: 26-K/PM I-
03/AD/11/2016 oleh Pengadilan Militer Padang dan pandangan hukum pidana
Islam mengenai putusan Hakim dalam perkara kekerasan fisik dalam rumah
tangga dengan nomor perkara 26-K/PM 1-03/ad/I1/2016 oleh Pengadilan Militer
Padang.

Kemudian kesimpulan yang didapatkan dalam penelitiannya adalah
menurut hukum pidana Islam, perbuatan seorang anggota TNI tersebut terhadap
istrinya pada putusan No. 26-K/PM 1-03/AD/11/2016 tidak lagi termasuk
perbuatan yang mendidik, tetapi sudah sampai pada kategori penganiayaan
dengan ancaman hukuman qisas, diyat, atau za’zir. Putusan hakim yang
menjatuhkan pidana penjara pada pelaku termasuk pada hukum tambahan (za zir).
Dan harusnya ada tambahan ganti rugi berupa materi atas penderitaan yang

dialami korban.

39



BAB Il
METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif yang mana
penulis mengelola data secara kualitatif. Penelitian ini menggunakan dokumen
salinan Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Padang atas kekerasan dalam rumah
tangga, dan juga didukung dengan buku, undang-undang, dan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dan mendukung permasalahan penelitian
(Soekanto dan Mahuji 2013: 23). Penelitian ini penulis menggunakan jenis
penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti
bahan pustaka atau data sekunder. Selanjutnya bahan hukum yang digunakan
adalah bahan hukum primer, berupa salinan putusan Pengadilan Tinggi Negeri
Padang.

B. Waktu dan Tempat Penelitian
1. Latar Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (yuridis normatif)
dan mengambil batasan penelitian kekerasan dalam rumah tangga menurut

figih munakahat.

2. Waktu penelitian
Penelitian ini penulis lakukan mulai tahun 2021 dengan perincian
sebagai berikut:
Waktu Penelitian

No Jenis Waktu Penelitian
Penelitian
Tahun 2021 Tahun 2022
Jul | Ag | Sep | Ok | Nov | Des | Ja | Feb| Ma
1 | Seminar v | v v
proposal
skripsi
2 | Perbaikan v | v v v
setelah

AN
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seminar
3 | Penelitian v 4 v
4 | Penulisan v v
hasil

penelitian
5 | Bimbingan 4 v
setelah
penelitian
6 | Ujian v
sidang

Munagasah
7 | Perbaikan 4 v v
setelah

sidang

Munagasah

C. Instrumen Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif, dalam
pengumpulan data adalah dari salinan Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Padang.
Instrumen penelitian utamanya adalah peneliti sendiri didukung dengan alat-alat
tulis dan flasdhisk, sebagai instrumen kunci penulis melakukan pengumpulan
data, pengecekan keabsahan data dan analisis data.

D. Sumber Data

Menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder dibagi menjadi bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun yang termasuk dalam bahan
hukum dalam penelitian ini antara lain:
1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber yang langsung memberikan informasi
data kepada pengumpulan data. Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian
kepustakaan, maka sumber data primer dalam penelitian ini ialah salinan Putusan
Nomor. 34/PID.Sus/2016/PT.PDG Pengadilan Tinggi Negeri Padang, Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga, dan Figh Munakahat berkaitan dengan nusyuz.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperolah
secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Sumber data sekunder adalah
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data yang biasanya telah disusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Data ini
digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan
pustaka, literatur, penelitian terdahulu, dan buku-buku yang membahas atau yang
berkaitan kekerasan dalam rumah tangga.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan
data berupa dokumetasi, yaitu penyusun mengambil data yang diperoleh melalui
dokumen-dokumen di Pengadilan Tinggi Negeri Padang yang mempunyai
korelasi dengan penelitian penyusun, seperti :

1. Salinan Putusan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

2. Buku-buku yang memiliki kaitan dengan penelitian ini;

3. Arsip-arsip.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini penyusun menggunakan analisis data deduktif, yaitu cara
memberi alasan dengan berfikir dan bertolak dari pernyataan yang bersifat umum
kemudian ditarik pada persoalan yang berkaitan dengan penelitian. Metode ini
digunakan dalam rangka mengetahui bagaimana penetapan kaidah-kaidah
normatif dan yuridis dalam perkara kekerasan rumah tangga menurut figih
munakahat.

Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
content analysis, yaitu melakukan analisis isi dokumentasi secara terperinci
dengan mengambil inti dari dokumen yang menjadi sumber data baik dari buku-
buku atau dokumen yang berisi tentang hukum positif atau hukum Islam yang

sesuai dengan kajian skripsi ini (Kountur, 2004: 22).

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan
kriteria kredibilitas agar keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan. Dalam
penelitian ini untuk menguji kredibilitas data menggunakan teknik ketekunan
pengamatan yaitu meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara

lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data
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dan wurutan peristiwva akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.
Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek soal-soal atau makalah yang
telah dikerjakan, ada yang salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan
ketekunan, maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan

sistematis tentang apa yang diamati (Sugiyono, 2015: 272).
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Negeri Padang Tentang
Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Putusan Nomor
34/PID.Sus/2016/PT.PDG
1. Kronologi Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor

34/PID.Sus/2016/PT.PDG

Berawal pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul
19.00 Wib sewaktu saksi inisial EK sedang menonton televisi (TV),
kemudian terdakwa menyuruh saksi inisial EK untuk membelikan susu
untuk adiknya kemudian saksi inisial EK menjawab “nantiklah yah, aku
kekenyangan”. Kemudian dijawab oleh Terdakwa “belum juga kamu beli
lagi”, karena saksi inisial EK memperlihatkan wajah masam (cemberut),
sambil berdiri terdakwa langsung menendang paha saksi inisial EK
sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi inisial EK terbentur kepintu depan
rumah dan mengakibatkan luka gores pada kaki sebelah Kiri saksi inisial
EK, selanjutnya pada hari selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekira pukul
11.00 Wib saat terdakwa pulang dari Sungai Rumbai setelah menjual hasil
buruan, kemudian terdakwa beristirahat dalam kamar, pada saat beristirahat
tersebut Terdakwa mendengar suara anak ketiganya yang bernama inisial
FY B menangis (Salinan Putusan Nomor 34/PI1D.Sus/2016/PT. PDG, 3).

Kemudian terdakwa bertanya kepada saksi inisial E “kenapa anak
menangis” kemudian saksi inisial E menjawab “entahlah, mungkin ia ingin
menyusu”, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi insial E “ya
sudahlah kamu bikinkan susunya”, mendengar jawaban terdakwa tersebut
kemudian saksi inisial E membuatkan susu untuk anak ketiga mereka
(terdakwa dan saksi inisial E). Kemudian terdakwa pergi kebelakang sebuah
pondok tempat dapur rumah Terdakwa dan bertanya kepada saksi inisial E
“kemana inisial si EK” lalu dijawab oleh saksi inisial E “pergi mandi”, lalu

terdakwa bertanya lagi kepada saksi inisial E “dimana” kemudian saksi
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inisial E menjawab “kesungai”, lalu terdakwa bertanya lagi kepada saksi
inisial E “sama siapa. Kemudian saksi inisial E menjawab “bertiga, antara
lain inisial EK, inisial Y dan 1 (satu) orang laki-laki), mendengar jawaban
saksi inisial E. Kemudian terdakwa bertanya lagi kepada saksi inisial E
“kok bisa kayak gitu” (kok bisa seperti itu) kemudian saksi inisial E
menjawab “gak apa-apa itu, lalu terdakwa mengatakan “nggak apa-apa
gimana nggak tau malu, nggak tau laki-lakinya anaknya dibawa”, kemudian
terdakwa memukul kepala bagian belakang saksi inisial E dengan
menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sambil
mengatakan “kok nggak ikut kau (kenapa kamu tidak ikut) kemudian saksi
inisial E menjawab “aku sudah siap mandi” (aku sudah selesai mandi),
setelah itu saksi inisial E berlari kearah depan rumah yang terdakwa tidak
ketahui kemana tujuan saksi inisial E pergi. Kemudian saksi inisial E
melaporkan kejadian tersebut ke Polres Dharmasraya. Sekira pukul 17.45
pada hari yang sama terdakwa ditangkap dan diamankan pleh pihak
Kepolisian Dharmasraya untuk diproses lebih lanjut atas perbuatan yang
dilakukan terdakwa terhadap saksi inisial E (istri Terdakwa) dan saksi inisial
EK (Anak terdakwa) (Salinan Putusan Nomor 34/P1D.Sus/2016/PT. PDG,
3).

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi inisial E berdasarkan hasil
Visum Et Repertum Nomor : 24/VR/RSUD/2015 tanggal 02 Nopember
2015 yang diketahui dan ditandatangani oleh Direktur RSUD Sungai Dareh
inisial dr. AR, Sp.B dan Dokter yang memeriksa/ merawat inisial dr.
DJdengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : lebam dan nyeri
pada bagian belakang kepala sampai ke tengkuk disebabkan kekerasan
benda tumpul dan akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi EK berdasarkan
hasil Visum Et Repertum Nomor: 25/VR/RSUD/2015 tanggal 02 Nopember
2015 yang diketahui dan ditandatangani oleh Direktur RSUD Sungai Dareh
inisial dr. AYR, Sp.B dan Dokter yang memeriksa/ merawat insial dr. DJ,
dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : luka lecet pada

punggung kaki diatas jempol kaki Kiri berbentuk bulat diameter + 2 mm
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disebabkan kekerasan benda tumpul. Perbuatan terdakwa sebagaimana
diatur dan diancam pidana sesuai bunyi pasal 5 huruf a jo pasal 44 ayat (1)
Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (Salinan Putusan No. 34/PID.Sus/2016/PT. PDG, 3).

Subsidiar pada Putusan Nomor 34/PI1D.Sus/2016/PT. PDG ini adalah
terdakwa inisial IMB pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekira pukul
13.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun
2015 bertempat di dalam rumah Saksi ERTA Jorong Tri Mulya Il
Kenagarian Panyubarangan Kecamatan Timpeh Kab. Dharmasraya atau
setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Muaro yang berwenang memeriksa dan
mengadilinya perkaranya, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam
lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya
yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan
pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yang
dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut (Salinan Putusan No.
34/P1D.Sus/2016/PT. PDG, 4):

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili dan mengadili perkara
pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara terdakwa :

Terdakwa berinisial IBH, Tempat lahir di Nias, Umur/tanggal lahir 36
tahun/19 Desember 1979, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia,
Tempat tinggal di Jorong Tri Muya Ill, Kenagarian Panyubarangan,
Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya. Agama Islam, Pekerjaan
Swasta, Pendidikan SD (tamat) (Salinan Putusan No. 34/P1D.Sus/2016/PT.
PDG, 1).

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 27 Oktober 2015,
selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1) Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan 16 Nopember
2015;
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2) Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Nopember 2015
sampai dengan 02 Desember 2015;

3) Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2015 sampai dengan 09
Desember 2015;

4) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro sejak tanggal 10 Desember
2015 sampai dengan 08 Januari 2016;

5) Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Muaro sejak tanggal 09
Januari 2016 sampai dengan 08 Maret 2016.

6) Penahanan oleh hakim/Pelaksana harian Ketua Pengadilan Tinggi Padang
sejak tanggal 15 Pebruari 2016 s/d tanggal 15 Maret 2016;

7) Perpanjangan penahanan oleh Pelaksana harian Ketua Pengadilan Tinggi
Padang sejak tanggal 16 Maret 2016 s/d tanggal 14 Mei 2016 (Salinan
Putusan No. 34/PID.Sus/2016/PT. PDG, 1).

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi
Penasihat Hukum, meskipun sudah diberitahukan haknya tersebut oleh
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Padang telah membaca Penetapan
Ketua/Pelaksana harian Pengadilan Tinggi Padang tanggal 24 Pebruari
2016, Nomor.34/PID.Sus/2016/PT.PDG, tentang penetapan Majelis Hakim
untuk mengadili perkara ini ditingkat banding (Salinan Putusan Nomor
34/PID.Sus/2016/PT. PDG, 2).

Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya beserta foto
copy putusan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 11 Pebruari 2016
No0.117/Pid.Sus/2015/PN.Mrj. Menimbang, bahwa berdasarkan Surat
Dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2015 No. Reg. Perk; PDM-
73/ PL. PJG/ Ep. 3/12/2015 terdakwa didakwa sebagai berikut (Salinan
Putusan Nomor 34/P1D.Sus/2016/PT. PDG, 2):

Primair pada Putusan Nomor 34/PID.Sus/2016/PT. PDG adalah
bahwa ia Terdakwa IB pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekira
pukul 13.00 wib atau setidak—tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober
tahun 2015 bertempat di dalam rumah Saksi berinisial E Jorong Tri Mulya

I11 Kenagarian Panyubarangan Kecamatan Timpeh Kab. Dharmasraya atau
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setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Muaro yang berwenang memeriksa dan
mengadilinya perkaranya, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam
lingkup rumah tangga terhadap saksi inisisal E (istri terdakwa) dan saksi
inisial EK (anak kandung terdakwa), perbuatan tersebut dilakukan
Terdakwa (Salinan Putusan Nomor 34/P1D.Sus/2016/PT. PDG, 2).

. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Padang Pada

Nomor 34/P1D.Sus/2016/PT.PDG.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai
bunyi pasal 5 huruf a jo pasal 44 ayat (1) Undang-undang No.23 tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga. bahwa terhadap
dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan;
Menimbang, bahwa sesuai dengan  Surat Tuntutan  Pidana
No.Reg.Perk;PDM-73/ PL.PJG/ Ep.3/12/2015 tanggal 1 Pebruari 2016,
Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana atas terdakwa yang pada
pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
memutuskan (Salinan Putusan No. 34/P1D.Sus/2016/PT. PDG, 6):

1) Menyatakan Terdakwa inisial IMB telah terbukti secara sah dan
menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan
kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 5 huruf a jo Pasal 44 Ayat
(1) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan
dalam Rumah Tangga;

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1
(satu) tahun;

3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

4) Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5) Menyatakan  barang  bukti  berupa  (Salinan  Putusan  No.
34/PID.Sus/2016/PT. PDG, 6):
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a. 1 (satu) buah buku nikah warna hijau untuk istri dengan kutipan akta
nikah Nomor : 28/28/1/2004;

b. 1 (satu) lembar kartu keluarga Nomor : 1310040601074489:

c. 1 (satu) helai baju piyama berwarna merah jambu bergambar bunga
memiliki motif batik, memiliki buah baju sebanyak 2 (dua) buah merk
SIELIE;

d. 1 (satu) helai kaos perempuan leher memiliki karet dan diujung lengan
memiliki renda berwarna biru, hitam, putih dan abu-abu bergambar
Rumah Gadang Minangkabau dan bertuliskan Rumah Gadang
Minangkabau. Dikembalikan kepada yang berhak (Salinan Putusan
No. 34/PID.Sus/2016/PT. PDG, 6).

6) Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua

ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama yang

mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Pebruari 2016
Nomor :117/PID.Sus/2015/PN.Mrj,diucapkan dalam persidangan terbuka

untuk umum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1.

Menyatakan terdakwa inisial IMB telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan

fisik dalam lingkup rumah tangga”;

. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan

pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa (Salinan Putusan No.

34/P1D.Sus/2016/PT. PDG, 6):

a. 1 (satu) buah buku nikah warna hijau untuk istri dengan kutipan akta
nikah Nomor : 28/28/1/2004;

b. 1 (satu) lembar kartu keluarga Nomor : 1310040601074489;
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c. 1 (satu) helai baju piyama berwarna merah jambu bergambar bunga
memiliki motif batik, memiliki buah baju sebanyak 2 (dua) buah merk
SIELIE;

d. 1 (satu) helai kaos perempuan leher memiliki karet dan diujung lengan
memiliki renda berwarna biru, hitam, putih dan abu-abu bergambar
Rumah Gadang Minangkabau dan bertuliskan Rumah Gadang
Minangkabau. Dikembalikan kepada saksi inisial E (Salinan Putusan
Nomor 34/PID.Sus/2016/PT. PDG, 6);

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua
ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama
tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding tanggal 15
Pebruari 2016 permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi
kepada terdakwa pada tanggal 16 Pebruari 2016. Bahwa Penuntut Umum
telah mengajukan Memori Banding tanggal 25 Pebruari 2016 diterima
dikepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 25 Pebruari 2016, dan
diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 25 Pebruari 2016, dan sampai saat
perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi terdakwa tidak mengajukan
kontra memori banding. Sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Negeri
Muaro tanggal 17 Pebruari 2016 Nomor.W3.U14/167/HPDN/I11/2016 Jaksa
Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas
perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi (Salinan Putusan Nomor
34/PID.Sus/2016/PT. PDG, 7).

Bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa
Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta
syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan
banding tersebut secara formal dapat diterima. Setelah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara serta berita
acara persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muaro
tanggal 11 Pebruari 2016 Nomor 117/Pid.Sus/2015/ PN.Mrj, serta memori
banding yang diajukan dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Pebruari
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2016 Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan majelis
Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan hukumnya serta
kesimpulannya bahwa terdakwa inisla IMB terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, melakukan kekerasan fisik
dalam lingkungan rumah tangga dalam dakwaan Primair melanggar pasal 5
huruf a jo pasal 44 ayat 1 Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang
penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ternyata sudah tepat dan benar
menurut  hukum, sehingga dapat diterima selanjutnya dijadikan
pertimbangan majelis hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara
ini, akan tetapi tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa
yaitu pidana penjara selama 5 (lima) bulan majelis hakim tingkat banding
menilai kurang tepat dan tidak sesuai dengan azas keadilan dalam
masyarakat karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak
mempunyai efek jera bagi terdakwa dan juga diharapkan untuk mencegah
agar orang lain tidak berbuat kejahatan dalam rumah tangga, oleh karena itu
pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa pantas dan adil sebagaimana
termuat dalam amar putusan dibawah ini, sehingga putusan Pengadilan
Negeri Muaro No 117/Pid.Sus/2015/PN.Mrj tanggal 11 Pebruari 2016
haruslah diperbaiki sepanjang pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa,
sedangkan amar putusan selebihnya harus dikuatkan (Salinan Putusan
Nomor 34/PID.Sus/2016/PT. PDG, 8).

Oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana
maka kepadanya akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam
dua tingkat peradilan. Mengingat pasal 5 huruf a jo pasal 44 ayat 1 Undang-
undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan fisik dalam
lingkungan rumah tangga, Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang
KUHAP serta Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

Mengadili

a. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut umum tersebut;

51



52

b. Memperbaiki  putusan Pengadilan Negeri Muaro  Nomor
117/Pid.Sus/2015/PN.Mrj tanggal 11 Pebruari 2016 yang dimohonkan

banding sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut:

1.

Menyatakan terdakwa inisial IMB telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan

fisik dalam lingkup rumah tangga”;

. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu

dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

oleh terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan.

. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :

a) 1 (satu) buah buku nikah warna hijau untuk istri dengan kutipan
akta nikah Nomor: 28/28/1/2004;

b) 1 (satu) lembar kartu keluarga Nomor : 1310040601074489;

c) 1 (satu) helai baju piyama berwarna merah jambu bergambar bunga
memiliki motif batik, memiliki buah baju sebanyak 2 (dua) buah
merk SIELIE;

d) 1 (satu) helai kaos perempuan leher memiliki karet dan diujung
lengan memiliki renda berwarna biru, hitam, putih dan abu-abu
bergambar Rumah Gadang Minangkabau dan bertuliskan Rumah
Gadang Minangkabau. Dikembalikan kepada saksi ERTA;

. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,00

(limaribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2016, oleh

kami Masruddin Caniago,SH.MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang
sebagai Hakim Ketua, Syamsi,SH dan Asmuddin,SH.MH. Hakim Tinggi

Pengadilan Tinggi Padang masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan

mana pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 diucapkan dalam sidang
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terbuka untuk umum dengan dihadiri olenh Hakim-hakim Anggota tersebut,
Masrial, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan
Jaksa Penuntut Umum (Salinan Putusan Nomor 34/PID.Sus/2016/PT. PDG,
9).

Adapun hal yang menguatkan Majelis Hakim dalam memutuskan
terdakwa secara sah bersalah atas tindak penganiayaan terdakwa terhadap
istrinya melalui keterangan-keterangan saksi dibawah sumpah. Penulis akan
menjabarkan apa saja perbuatan-perbuatan terdakwa yang diterangkan oleh
saksi-saksi tersebut. Dalam putusan Nomor 34/PID.Sus/2016/PT.PDG
menyebutkan ada 2 saksi yang memberi keterangan atas tindak
penganiayaan yang dilakukan Terdakwa sebagai berikut: (Salinan Putusan
Nomor 34/PID.Sus/2016/PT.PDG)

Keterangan saksi-1 yaitu istri terdakwa itu sendiri menjelaskan bahwa
Terdakwa berubah setelah anak yang ketiga lahir dari dulu orangnya
memang keras dan tidak sabar, istri sudah mendapatkan kekerasan dari
terdakwa berupa bentakan atau kata-kata kasar. Kekerasan fisik yang telah
dilakukan terdakwa berupa tamparan. Terdakwa juga mengusir istrinya
sambil mengatakan “keluar kau dari sini, kau tidak ada hak di sini”, namun
istri tidak mau karena belum ada surat cerai dari kantor terdakwa.

Keterangan saksi-2 yaitu anak pertama dari terdakwa dan istri
terdakwa. Menerangkan bahwa anaknya yang pertama ini tidak tahu
penyebab kenapa kedua orang tuanya sering bertengkar, akan tetapi sering
melihat ibunya (istri terdakwa) mendapatkan kekerasan fisik. Majelis hakim
pun juga mendengarkan keterangan terdakwa di persidangan yang akan
penulis paparkan seperti berikut: (putusan No. 34/PID.Sus/2016/PT.PDG).
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B. Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan
Tinggi Negeri Padang Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga Nomor
34/PID.Sus/2016/PT.PDG
1. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Negeri

Padang Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga Nomor
34/PID.Sus/2016/PT.PDG

Kehidupan sebuah keluarga merupakan ajaran agama Islam yang
sangat penting. Keluarga merupakan unit kecil atau pondasi bangunan
masyarakat, dari keluarga yang tertata rapi dalam kehidupan sehari harinya
dan nantinya akan terbentuk dalam masyarakat yang tertata pula. Oleh sebab
itu Islam disamping mengatur hubungan vertikal antara hamba dan
Tuhannya, juga mengatur hubungan horizontal sesama hambanya dalam
membina rumah tangga Islam memberikan aturan mulai dari membentuk
dan membangun sebuah rumah tangga sampai dalam pembinaanya. Islam
juga memberikan tuntutan kepada suami istri dengan adanya hak dan
kewajiban diantara keduanya, yang harus dipenuhi kedua belah pihak, agar
terbentuknya suatu sebuah keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan tindakan yang dilarang
dalam Islam. Kekerasan dalam rumah tanggaa bisa terjadi kepada siapa saja
dan dalam bentuk apapun, sebab islam sendiri selalu mengajarkan
berperilaku lemah lembut dan kasih sayang antar sesama. Sedang secara
hukum positif sebagai berikut kekerasan dalam rumah tangga Menurut UU
No. 23 tahun 2004 pasal 1 penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan,
yang berakibat.

Timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,
psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk
melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara
melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal Butir ) Setelah UU No.
23 tahun 2003 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

dinyatakan sah dan berlaku pemerintah mensosialisaikan UU tersebut
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kepada masyarakat, tetapi hasil dari semua itu kurang maksimal dan
berakibat banyak anggapan-anggapan yang lahir dari ketidakpahaman dalam
UU tersebut. salah satu ketidakpahaman mereka adalah mereka menganggap
bahwa UU tersebut hanya melindungi perempuan semata sehingga secara
umum masyarakat memandang sikap tidak peduli terhadap UU tersebut.
Namun jika kita secara cermat menelaah ketentuan-ketentuan UU tersebut,
tentunya sikap tidak peduli ini sangat tidak beralasan.

Menurut analisis penulis, berdasarkan penelitian ini diperoleh bahwa
Kekerasan dalam rumah tangga termasuk ke dalam kategori kejahatan
(kriminalitas) secara umum. Kekerasan dalam rumah tangga menurut 76
Undang-Undang 23 Nomor Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama
perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara
fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk
ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan
kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Cara
penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam yaitu
melalui pemberian sanksi / hukuman dimana hukuman tersebut diterapkan
sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Cara
penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga terdiri dari empat bagian yaitu Kewajiban Pemerintah dan
Masyarakat; Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Pemulihan
Korban; dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui
Penerapan Sanksi Hukum. Perlindungan hukum bagi perempuan korban
kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam yaitu Perjanjian suami
atas istri ketika akad nikah (Sighat Ta’lig Talag) dan Hak perempuan atas
suami untuk meminta cerai (Khulu). Perlindungan hukum bagi perempuan
korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor
Tahun tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah

Perlindungan Sementara; Penetapan Perintah  Perlindungan Oleh
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Pengadilan; Penyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kantor
kepolisian; Penyediaan rumah aman atau tempat tinggal alternatif;
Pemberian konsultasi hukum oleh advokat mengenai informasi hak-hak
korban dan proses peradilan; Pendampingan advokat terhadap korban pada
tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.

Dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam Putusan No.
34/PID.Sus/2016/PT.PDG, unsur-unsur yang telah didakwakan kepada
terdakwa telah terbukti bersalah dan melanggar Pasal 44 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2004. Bunyi pasal tersebut telah penulis jelaskan
sebelumnya. Di dalam undang-undang ini tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (PKDRT) menjelaskan bahwa jaminan yang
diberikan olenh negara untuk mencegah, menindak, dan member
perlindungan terhadap korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga
terutama perlindungan terhadap perempuan.

Salah satu wusaha untuk mencapai kepastian hukum dengan
penegakkan hukum secara tegas adalah melalui Kekuasaan Kehakiman,
dimana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya
dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Seorang
hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak
memihak. Hakim dalam memberikan suatu keadilan harus menelaah terlebih
dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. Kemudian
memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya
dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan
putusan terhadap peristiwa tersebut. Dalam kehidupan masyarakat yang
semakin komplek saat ini di tuntut adanya penegakkan hukum dan keadilan
untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. (Patanduk, 2013: 36)

Dalam memutuskan perkara, Majelis Hakim bertindak dan
mempertimbangkan dengan seadil-adilnya baik dari pihak terdakwa maupun
dari pihak korbannya. Seperti dalam kasus yang penulis bahas ini, ada

beberapa pertimbangan Majelis hakim yang akan penulis paparkan yang
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sudah diputuskan dari hasil putusan hakim No. 34/PID.Sus/2016/PT.PDG,

sebagai berikut:

1. Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan
pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa oleh karenanya
terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

2. Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara
ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan
terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi.

Dalam persidangan berlangsung, terdakwa menunjukan sifat arogansi
dan sifat memaksakan keinginannya sendiri dengan menunjukan kekuasaan
dan kekuatan fisik terhadap istri dan anak-anaknya. Perbuatan terdakwa
yang memenuhi unsur-unsur kekerasan yang telah penulis jelaskan
sebelumnya, terjadi di lingkungan rumah tangganya. Terdakwa selaku
kepala rumah tangga seharusnya terdakwa dapat melindungi dan
mengayomi keluarga agar merasa aman lahir dan batin namun terdakwa
melakukan tindak pidana ini agar korban mau mengerti dan mau
menghormati terdakwa sehingga tidak merendahkan terdakwa selaku
suaminya.

Tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang
yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk
mendidik agar yang bersangkutan akan insaf dan kembali pada jalan yang
benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.
Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa
dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat
meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui
perbuatannya.

2. Terdakwa merawat sendiri anak-anaknya di rumahnya.

Hal-hal yang memberatkan:
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Bahwa terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya dari
pada kepentingan keluarga, karena terdakwa memaksakan keinginannya
sendiri dan tidak sabar. Menurut penulis, Majelis Hakim dalam
mempertimbangkan putusan, ada hal-hal yang meringankan dan hal-hal
yang memberatkan yang tercantum di dalam Putusan Nomor
34/PID.Sus/2016/PT.PDG. Hal yang meringankan tersebut karena terdakwa
dalam persidangan bersikap sopan dan mengakui perbuatannya. Kemudian
hal yang memberatkannya karena terdakwa lebih mementingkan
kepentingan pribadinya. Pertimbangan Majelis Hakim tidak menemukan
alasan pemaaf yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana atau
alasan pembenar yang dapat membebaskan para terdakwa, maka para
terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.
Bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah,
maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana atas perbuatannya
tersebut.

Dari gambaran tersebut, penulis menilai bahwa perbuatan terdakwa
sesuai dengan apa yang dilakukan suami terhadap istri dan anaknya. Dapat
menimbulkan gangguan fisik, psikis, dan penelantaran rumah tangga. Maka
dari itu sangat jauh dari kata suami yang semestinya harus melindungi dan
mengayomi keluarga. Dari kasus-kasus yang telah penulis jabarkan,
perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai Pasal
5 huruf a jo Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004.
Karena fakta dan bukti cukup jelas dengan salah satunya hasil Visum dari
RSUD Sungai Dareh dan keterangan para saksi dibawah sumpah.

Dalam hal ini, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman hanya 7 bulan.
Sehingga berkurang dari tindakan pidana yang sebenarnya. Sesuai Pasal 44
ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan
kekerasan dalam rumah tangga, yaitu: “Setiap orang yang melakukan
perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama
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5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta
rupiah).”

Sebagaimana yang tercantum di dalam KUHP BAB XX pasal 351
ayat 1 dinyatakan bahwa “ penganiayaan diancam paling lama dua tahun
delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus
rupiah. Maka hal tersebut terjadi perbedaan penetapan hukuman terhadap
vonis hakim memberikan hukuman penganiayaan terhadap pelaku
penganiayaan tersebut (KUHP, 2007: 118). Demikian dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatakan dalam Pasal 44 memberikan
hukuman penjara bagi pelaku yang melakukan kekerasan fisik paling lama 5
(lima) tahun penjara atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima

belas juta rupiah).

. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Tinggi
Negeri Padang Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga Nomor
34/PID.Sus/2016/PT.PDG.

Berdasarkan menurut hukum Islam terhadap Putusan Nomor
34/PID.Sus/2016/PT.PDG, nusyuz menurut pandangan hakim adalah
pelanggaran terhadap sebuah komitmen suami istri dalam membangun
sebuah rumah tangga. Jadi, apabila terdapat suami yang melanggar
komitmen bersama maka disebut dengan nusyuz suami. Komitmen yang
dimaksud dalam hal ini adalah mengenai hak dan kewajiban suami istri.

Berdasarkan KHI pasal 77, hak dan kewajiban suami istri antara lain;
(1) suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah
tangga yang sakinah, mawadah dan rahmat yang menjadi sendi dasar dan
susunan masyarakat, (2) suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat
menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang
lain, (3) suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara
anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun
kecerdasannya dan pendidikan agamanya, (4) suami istri wajib memelihara

kehormatannya, (5) jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-
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masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama (Aulia, 2013,
24).

Berdasarkan hak dan kewajiban di atas, suami istri wajib saling
mencintai, menghormati dan memberi bantuan lahir batin untuk
menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmat, maka jelas
apabila terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga maka dikategorikan
sebagai nusyuz. Sejalan dengan ulama mazhab Syafii, nusyuz adalah suatu
sikap tidak menunaikan kewajiban masing-masing sekaligus tidak
memenuhi hak-hak pasangan dalam perkawinan. Seorang suami dapat
dikategorikan nusyuz apabila ia enggan memberikan nafkah atau bagian
yang seharusnya menjadi hak istri dan bersikap kasar terhadap istri, baik
secara perkataan maupun perbuatan (Asd-Shafii, 1990: 203).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berpendapat bahwa nusyuz
adalah tindakan suami atau istri yang tidak menjalankan hak dan kewajiban
bersama. Jika melihat dari pengertian nusyuz tersebut, maka pelaku nusyuz
tidak hanya berlaku untuk istri saja melainkan suami juga berpeluang untuk
berbuat nusyuz. Jadi, nusyuz terbagi menjadi dua, yaitu nusyuz suami dan
nusyuz istri. Apabila suami tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai
suami maka disebut dengan nusyuz suami, begitu pula sebaliknya. Apabila
istri tidak menjalankan hak dan kewajiban istri maka disebut dengan nusyuz
istri. Selanjutnya, solusi dari permasalahan nusyuz pada suami menurut
hakim adalah hendaknya suami istri tersebut melakukan perdamaian. Dalam
solusi nusyuz tersebut: (1) mengingatkan suami yang berbuat nusyuz secara
baik-baik dan hanya diketahui oleh suami istri saja, (2) apabila cara pertama
tidak berhasil, dan suami masih melakukan nusyuz tersebut maka istri boleh
mengadukan perbuatan suami tersebut kepada keluarga suami agar menegur
suami untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. (3) apabila cara kedua
tidak berhasil, dan suami masih melakukan nusyuz tersebut maka istri boleh
mengadukan perbuatan suami tersebut kepada hakim atau mengajukan cerai
gugat ke pengadilan agama. Apabila hakim mengabulkan gugatan tersebut,

maka suami berkewajiban untuk membayar nafkah pascacerai, seperti
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iddah, hadanah, dll. Kewajiban nafkah pascacerai tersebut termasuk
konsekuensi yang harus dilakukan oleh suami. Berdasarkan al-quran surah
an-Nisa ayat 128:

P | P 95/ ~
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Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz[357] atau
sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya
Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya[358], dan
perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu
menurut tabiatnya kikir[359]. dan jika kamu bergaul dengan isterimu
secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh),
Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu
kerjakan.

Avyat tersebut menerangkan bagaimana cara yang harus dilakukan oleh
suami istri, apabila istri merasa takut dan khawatir terhadap suaminya yang
nusyuz, seperti kurang mengindahkannya atau mengacuhkannya dan solusi
apabila terjadi nusyuz suami adalah perdamaian. Solusi terakhir adalah
perceraian. Sejalan dengan pendapat ulama madzhab Syafii yang
membolehkan pemisahan akibat perselisinan ataupun akibat kemudaratan.
Karena mencegah kemudharatan dari istri dapat dilakukan dengan tanpa
talak, yakni dengan cara mengadukan perkara ini kepada kadi. Sehingga
suami dikenakan hukuman pemberian pelajaran hingga suami tidak
melakukan tindakan kemudharatan kepada istri (az-Zuhaili, 2011: 456).

Berdasarkan hal ini, maka istri dapat mengadukan persoalannya
kepada kadi. Jika dapat dibuktikan kemudaratan atau kebenaran mengenai

aduannya tersebut, maka kadi menalak istri dari suami. Sebaliknya, jika istri
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tidak mampu membuktikan kemudharatan itu maka aduannya ditolak oleh
kadi. Jika si istri melakukan pengaduan secara berulang-ulang, maka kadi
mengutus dua orang hakam, satu orang hakam berasal dari keluarga suami,
dan satu orang hakam dari keluarga istri untuk melakukan perbuatan yang
paling baik yaitu menyatukan dan mendamaikan suami istri (az-Zuhaili,
2011: 457).

Muhammad Uglah juga menegaskan dalam bukunya Wahbah Zuhaili
bahwa istri seharusnya tidak berdiam diri apabila suaminya tetap nusyuz
sekalipin kesemua cara yang telah disebutkan di atas telah digunakan. Hal
ini bertujuan agar keadaan tidak bertambah buruk. Sebaiknya istri hendaklah
mengadu kepada pihak-pihak yang dapat menyelesaikan permasalahan
mereka seperti kepada Konsultan Hukum atau mengajukan gugatan ke
Pengadilan Agama yang kemudian pihak yang berwenang tersebut akan
mengambil tindakan yang sewajarnya dalam menyelesaikan nusyuz suami
(az-Zuhaili, 2011: 346).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan bukan sesuatu
masalah yang baru timbul akan tetapi menurut penulis kekerasan dalam
rumah tangga ini sudah jauh hari terjadi terutama banyaknya kasus-kasus
penganiayaan atau kekerasan dalam lingkup rumah tangga sehingga
terjadinya perceraiaan dan sampai kasusnhya tersebut ke pengadilan.
Tindakan pelaku KDRT, terutama dari kalangan suami sering kali mengutip
literatur Islam sebagai pembenaran seorang melakukan kekerasan fisik
terhadap isterinya dengan alasan memberi pelajaran apabila isteri
membangkang (nusyuz). Berdasarkan Firman Allah SWT dalam surah An-

Nisa ayat 34 yang berbunyi:
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Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh
karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas
sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah
menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita
yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika
suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).
wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah
mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah
mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu
mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah
Maha Tinggi lagi Maha besar.

‘-'; &yﬂ‘ﬁgw‘&&ﬁﬁb

Maksud ayat di atas, bahwa untuk memberi pelajaran kepada istri
yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat,
bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka,
bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan
pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada
manfaatnya, maka tidak dijalankan dengan cara yang lain dan seterusnya.

Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang berbunyi :

aafalay ¥V J8 alu g adde &l e il) (e 4z di 12 o0

oAl ol 5y sl HA) 8 Leaa Lag o uall s sl el oS
Artinya: Dari Abd Allah bin Zam’ah, dari Nabi SAW bersabda:
“Janganlah salah seorang di antara kalian memukul istrinya seperti
budak, lalu malam harinya ia tiduri (H.R Bukhari) ( al-Bukhari T.th:
262).

Dari pernyataan hadis di atas, dapat penulis jabarkan bahwa
pemukulan suami terhadap istri adalah lebih berupa kewajiban suami untuk
mendidik istrinya agar selalu taat kepada Allah SWT, bukan merupakan
tindakan kekerasan yang menimbulkan unsur penganiayaan. Karena dengan
demikian sunnatullah dalam kehidupan rumah tangga sebagai suami istri

yang diibaratkan bahtera di mana suami sebagai nakhkodanya dan si isteri

63



64

sebagai awaknya untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah
warahmah akan tercapai.

Perkara yang terjadi dalam kasus yang penulis bahas pukulan yang
mengakibatkan mencederai atau pelukaan, merusak fungsi tubuh yang
dicederai dan menyebabkan trauma terhadap korban yang diciderainya.
Seperti yang sudah digambarkan sebelumnya dari keputusan Majelis Hakim
dan keterangan para saksi yang menjelaskan bahwa perbuatan terdakwa
seperti  memukul, menampar, menendang, mengancam sudah dapat
dikategorikan sebagai tindakan penganiayaan ditambah lagi adanya bukti
hasil Visum dari RSUD Sungai Dareh yang menjelaskan terdapat
pembengkakan sewarna kulit dan memar kemerahan pada dahi kiri, lengan
atas kiri, lengan bawah kanan akibat kekerasan benda tumpul, namun cedera
itu tidak membuat terhalangnya dalam menjalani pekerjaan lainnya.

Dapat penulis pahami bahwa maksud dari ayat di atas adalah hukuman
terhadap anggota badan yang dilukai oleh pelaku (suaminya) harus
dirasakan oleh pelaku juga, yang menganiaya harus mendapatkan hukuman
yang setimpal yaitu hukuman qisas. Dalam hal ini ulama berpendapat
bahwa, menurut jumhur ulama Hanafiyah, Malikiyah, sebagian Syafi’yah
dan sebuah riwayat Ahmad dimana pendapat untuk memberikan hukuman
gisas bagi pelaku penganiayaan adalah hukuman yang tepat bagi umat Islam
(Irfan, 2006: 40).

Dengan demikian menurut penulis, pendapat dari jJumhur ulama diatas
tersebut kuat sehingga gisas terhadap anggota badan masih tetap berlaku
dengan sanksi hukum yang beragam jenis, cara, serta dibagian tubuh mana
jarimah penganiayaan dilakukan pelaku terhadap korbannya. Apalagi
korban adalah istri pelaku dan ayah dari anak-anaknya.

Meskipun demikian, ancaman hukuman qisas terhadap seorang
tersebut sebagai pelaku penganiayaa nada dua tingkatan, yaitu:

1) Hukuman pokok vyaitu gisas atau balasan yang setimpal. Hal ini
diberlakukan bila qisas atau balasan setimpal itu memang dapat

dilaksanakan, tidak melebihi dan tidak kurang. Perbuatan penganiayaan
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yang mungkin diberlakukan gisas hanyalah pada penghilangan atau
pemotongan bagian badan dan pelukaan di bagian kepala yang sampai
pada tingkat muwadhihah, yaitu luka yang sampai menampakkan tulang.
Berlakunya gisas pada penghilangan bagian badan dan pelukaan sesuai
dengan firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 45 yang telah
dijelaskan sebelumnya.

2) Hukuman pengganti. Hukuman pengganti diberlakukan juga pada
terdakwa tersebut, bila penganiayaan ini telah dimaafkan oleh pihak
korban atau keluarganya dan juga bila gisas tidak dapat dilakukan karena
tidak terukurnya penganiayaan tersebut. Hukuman pengganti yang
dimaksud di sini adalah diyat yang jumlahnya berbeda diantara kejahatan
yang satu dengan lainnya.

3) Hukuman tambahan selain hukuman pokok berupa hukuman setimpal
serta hukuman pengganti berupa ganti kerugian terhadap terdakwa yang
menganiaya istrinya, hakim juga dapat memberikan hukuman tambahan
dalam bentuk hukuman penjara terhadap pelaku.

Dalam hal ini, menurut penulis menjelaskan bahwa, berdasarkan dalil
dan pendapat-pendapat jumhur ulama terkemuka. Dalam bentuk-bentuk
penganiayaan sesuai keterangan para saksi, ada yang bisa digisas dan ada
yang tidak bias digisas. Misalnya dalam kasus yang penulis bahas, yang bisa
digisas yaitu yang dapat menyebabkan cedera/pelukaan/membekaskan luka,
seperti: menampar, memukul maupun dengan benda atau tangan kosong,
dan membenturkan kepala sehingga membekas di bagian tubuh yang
terkena kekerasan itu. Kemudian yang tidak bisa digisas seperti mencekik,
mengancam dengan ancaman ingin dibunuhnya, berkata kasar dan suka
marah-marah. Namun dalam qisas, apabila tidak terukurnya suatu
penganiayaan tersebut maka berlaku bagi pelaku tindak pidana
penganiayaan itu hukuman pengganti karena dapat pemaafan dari pihak
korban atau tidak terukurnya suatu penganiayaan tersebut.

Akan tetapi, karena di Indonesia menggunakan hukuman Belanda

(continental) dan tidak menggunakan hukum Islam, maka hukuman bagi
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pelaku tindak pidana diserahkan kepada hakim dan jatuhlah hukuman
penjara bagi pelaku tindak pidana karena qgisas tidak berlaku di Indonesia.
Menurut penulis, hukuman dari hukum Islam lebih memberi efek jera
kepada pelaku dan dapat menghapuskan kekerasan-kerasan yang akan
terjadi.

Dalam hal ini penulis berpendapat, pandangan hukum pidana Islam,
sebenarnya hukuman bagi pelaku penganiayaan adalah hukuman gisas.
Karena tindakan yang dilakukan oleh pelaku merupakan kekerasan fisik
terhadap korban. Akan tetapi, bila penganiayaan ini telah dimaafkan oleh
pihak korban atau bila gisas tidak dapat dilakukan karena tidak terukurnya
penganiayaan tersebut, maka berlaku hukuman pengganti yaitu diyat, dan
apabila tidak dapat diganti dengan diyat karena kesulitan menetapkan
ukuran diyatnya dalam hal ini hukuman penggantinya adalah fa zir yang
ditetapkan oleh imam atau pemimpin. Maka menurut penulis, bahwa dengan
masuknya terdakwa ke penjara dalam waktu 7 bulan itu belum cukup, hanya
saja harus ada juga bentuk ganti rugi berupa materi atas penderitaan yang

dialami pihak korban.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan judul yang telah

penulis uraikan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar hukum yang menjadi pertimbangan Hakim dalam Putusan No.
34/PID.Sus/2016/PT.PDG adalah tentang lamanya pidana yang
dijatuhkan kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama 5 (lima) bulan,
Majelis Hakim tingkat banding menilai kurang tepat dan tidak sesuai
dengan azas keadilan dalam masyarakat karena pidana yang dijatuhkan
kepada terdakwa tidak mempunyai efek jera bagi terdakwa. Serta
diharapkan untuk mencegah agar orang lain tidak berbuat kejahatan
dalam rumah tangga, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada
terdakwa pantas dan adil. Maka terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan
dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, mengingat pasal 5 huruf a
jo pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Fisik Dalam Lingkungan Rumah Tangga dan
Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.

2. Pandangan hukum Positif terhadap vonis terdakwa pada Putusan No.
34/PID.Sus/2016/PT.PDG termasuk ketentuan kekerasan dalam rumah
tangga. Menurut Pasal 76 Undang-Undang 23 Nomor Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sedangkankan
menurut Hukum Islam, perbuatan seorang suami yang memukuli istri dan
anaknya tersebut pada Putusan No. 34/PID.Sus/2016/PT.PDG tidak lagi
termasuk perbuatan yang mendidik, tetapi sudah sampai pada kategori

penganiayaan.
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Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan di atas, sebagai penutup

dari skripsi ini maka penulis akan ajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Suami:

a.

Sebagai seorang suami harus bertanggung jawab dan mengayomi,
membahagiakan serta mendidik keluarga ke jalan yang benar,
membimbing istri suapaya tidak jatuh ke dalam sifat yang buruk yang
tidak diridhoi Allah SWT.

Jika seorang istri melakukan kesalahan maka seorang suami harus
menasehati dengan baik-baik karena hati seorang wanita sangat
lembut dan tidak bisa untuk di kasari. Begitu juga dengan mendidik
anak, jika seorang anak melakukan kesalahan seharusnya orang tua
menasehatinya dengan baik dan penuh kasih sayang, bukan dengan

cara memukul sehingga mengakibatkan luka fisik pada tubuhnya.

2. Kepada Hakim

a.

Para hakim Pengadilan Tinggi Negeri Padang hendaknya dalam
memeriksa dan meniliti haruslah dengan cermat atau seksama dalam
segala masalah yang diajukan ke Pangadilan Negeri setempat,
sehingga dalam memutuskan suatu perkara akan mendapatkan putusan
yang bisa diterima oleh semua pihak baik diantaranya seperti
terdakwa, korban, para keluarganya dan yang lainnya.

Demi untuk terjaganya citra hakim dimata kalangan masyarakat
hendaknya berlaku adil dalam setiap melaksanakan atau memutuskan
suatu perkara di meja hijau dan selalu ditanamkan keadilan. Karena
banyak terjadi kasus-kasus permainan yang tidak sesuai dengan
prosedur hukum atau tidak sehat, dan sangat dikuatirkan jika terjadi
mafia peradilan.

Dalam hal ini hendaknya dibuat amandemen peraturan mengenai

kekerasan dalam rumah tangga yang terdapat dalam putusan
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34/PID.Sus/2016/PT.PDG. yang lebih jelas dan lebih rinci sehingga
tidak menimbulkan multi tafsir, karena peraturan mengenai kekerasan
dalam rumah tangga sebagaimana hakim menjatuhkan sanksi kepada
pihak suami sangatlah merugikan bagi pihak istri. Sedangkan kasus
kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri merupakan permasalahan
yang berada diambang perceraian dan yang sering menjadi korban
adalah seorang istri lebih-lebih adalah kehidupan seorang anak dari

hasil perkawinan tersebut.
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